ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TENTANG BATAS
USIA PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UU
NO. 1 TAHUN 1974 DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UUD 1945

PASCA PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara

o

=

Oleh :
Sulistyowati
NIM. F02217050

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama . Sulistyowati

NIM : F02217050

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagaian yang

dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

Sulistyowati

ii



PERSETUJUAN

Tesis Sulistyowati ini telah disetujui

Pada tanggal 22 Juli 2019

Oleh

Pembimbing

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H

i



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Sulistyowati ini telah diuji

Pada tanggal 26 Juli 2019

.......................

Tim Penguji: w
1. Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H (Ketua)

2. Dr. Nafi Mubarok, M.Hum ( Penguji )

3. Dr. Khoirul Yahya, M.Si ( Penguji )

Surabaya, 07 Agustus 2019

\\&A\:’ Prof. Dr. H.Aswadi, M.Ag
NG 31__9_}‘: BAP. 196004121994031001

iv



/ KEMENTERIAN AGAMA
r \ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

J PERPUSTAKAAN
JI. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SULICTHOWAT)

NIM : 0 22170%0

Fakultas/Jurusan @ PACCAS AR TANA [/ HUkKuM TATA NEGCARA
B-mailaddress  : culisky 222 7@ gmail . com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
[ Sekripsi M Tesis [ Desertasi S8 S )
yang berjudul :

ANALIS(c  £IQH SIYASAH DusTURYAH TENTANG BATAS

US\A PEZEMPUAN DALAM  PERKAWN INAN DERDASARKKAN Wy

WO TARUN A D7Y DUTINTAUL DARL PASAL 27 AYAT(L) UUD (94y
PASCa FUTUSAN MR NO. 222/ Puld~xv /2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya bethak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam  bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara firlltext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dati saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenaraya.

Surabaya, G AGUSTUS 2019

Penulis

SULGTHOoWAT|

nama terang dan tanda tangan

( )




ABSTRACT

Thesis with the title "Analysis of Figh Siyasah Dusturiyah about the
Age Limit of Women in Marriage Based on Law No. 1 of 1974 Judging from
Article 27 Paragraph (1) Post Constitutional Court Ruling NO. 22 / PU-XV /
2017 **. Aims to study how to determine the age limit of women in marriage
according to the law. No. 1 of 1974 in terms of Article 27 paragraph (1) of the
1945 Constitution after the Constitutional Court Decision No. 22 / PUU-XV /
2017, as well as how the analysis of figh siyasah dusturiyah on determining the
age of marriage after the decision of the Constitutional Court No. 22 / PUU-XV /
2017.

This research is a type of normative or doctrinal legal research, which uses
three approaches namely: the statutory approach, the historical approach
(historical apporach), and the comparative approach (comparative approach).
Sources of legal materials in this study were obtained from primary legal
materials (Legislation) and secondary materials (books and journals), and using
qualitative analysis methods in describing the content of legislation and MK
Decision No. 22 / PUU-XV / 2017.

After conducting the research, the following results were obtained: First,
the minimum age limit provisions for marriage age of 16 (women) and men (19)
years resulted in discriminatory provisions and did not have binding legal force.
Because it provides opportunities for women to suffer constitutional rights as
citizens such as; the right to education, the right to health, and the right to growth
and development which have been guaranteed the fulfillment and protection of the
1945 Constitution. Therefore the minimum age of marriage must be harmonized
with the child protection law which states that a child is someone under the age of
18.

Secondly, Islam in principle does not strictly regulate the age limit of
marriage, the absence of religious provisions regarding the minimum or maximum
age limit for a marriage is assumed to give leeway for humans to regulate it
(ijtihadiyyah). While the Constitutional Court Decision No. MK No. 22 / PUU-
XV /2017 concerning the granting of lawsuits in the test of the Marriage Law is a
form of sharia law enforcement aimed at realizing the benefit of the community in
protecting and maintaining offspring (an-Nasl) and forms of rejection of acts of
discrimination against women's human rights (HAM). Avoiding inequality and
injustice which means rejecting damage (mazdarat).

Keywords: Figh Siyasah Dustutiyah, Women, Marriage
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ABSTRAK

Tesis dengan judul “Analisis Figqih Siyasah Dusturiyah tentang Batas
Usia Perempuan dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Pasca Putusan MK NO. 22/PU-
XV/2017”. Bertujuan untuk mengkaji bagaimana penentuan batas usia perempuan
dalam perkawina menurut UU. No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945 pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, serta bagaimana analisis
figih siyasah dusturiyah terhadap penentuan batas usia perkawinan pasca putusan
MK No. 22/PUU-XV/2017.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal,
yang menggunakan tiga pendekatan yakni: Pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan sejarah (historical apporach), dan pendekatan
komperatif (comparatif approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini
diperoleh dari bahan hukum primer (Perundang-undangan) dan bahan sekunder
(buku-buku dan jurnal), serta menggunakan metode analisis kualitatif dalam
menjabarkan kandungan perundang-undangan dan Putusan MK No. 22/PUU-
XV/2017 tersebut.

Setelah melakukan penelitian maka didapatkan hasil sebagaimana berikut:
Pertama, ketentuan batas minimal usia perkawinan 16 (perempuan) dan laki-laki
(19) tahun menimbulkan ketentuan yang bersifat diskriminatif serta tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena memberikan peluang perempuan
mengalami kerugian hak konstitusional sebagai warga negara seperti; hak atas
pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang
telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Oleh karenanya
batas minimal usia perkawinan harus diselaraskan dengan undang-undang
perlindungan anak yang menyatakan seorang anak ialah seseorang yang di bawah
usia 18 tahun.

Kedua,Islam pada prinsipnya tidak mengatur secara mutlak batas usia
perkawinan, tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal atau
maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran
bagi manusia untuk mengaturnya (ijtihadiyyah). Sementara Putusan MK No.
22/PUU-XV/2017 tentang pengabulan gugatan uji materi UU Perkawinan
merupakan wujud penegakan hukum syariah yang bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara keturunan (an-Nasl)
dan bentuk penolakan terhadap tindakan diskriminasi terhadap hak asasi
perempuan (HAM). Menghindarkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang
berarti menolak kerusakan (mazdarat).

Kata Kunci: Figih Siyasah Dustutiyah, Perempuan, Perkawinan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada
makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
Menurut Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan
membentuk keluarga yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi.
Sementara perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ialah ikatan
lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini di tengah-
tengah masyarakat ialah tentang batasan usia minimal perkawinan. Indonesia
sebagai Negara hukum merujuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai
landasan penentuan batas minimal usia perkawinan dalam lingkungan
pengadilan agama Indonesia. Dimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri
sebenarnya merujuk kepada UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1).

Disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) sebagaimana berikut ini:

! Sulaiman Rasyid, Figih Islam, (Jakarta: Attahiriyyah, 1955), 362.

2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 tentang Perkawinan.

% pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi; “Perkawinan hanya diizinkan bila pria
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas)
tahun.



1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun
dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 (2), (3), (4), dan
(5) UU No. 1 Tahun 1974.*

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1
Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan jelas terlihat pembedaan batas
minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki
dapat melangsungkan pernikahan minimal pada usia 19 tahun, sementara
perempuan batas minimal usia perkawinannya adalah 16 tahun. Artinya bahwa
batas minimal usia perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1
Tahun 1974 tersebut jelas bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-
undangan, diantaranya adalah;

a. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”.

b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 6 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan, yang seharusnya mencerminkan antara

lain asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.®

* Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 Ayat 1 dan 2.
® Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yvang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Penafsiran dari peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa
dalam konteks bernegara, semua warga negara sama di depan hukum,
mempunyai hak-kewajiban yang sama. Membedakan mereka atas dasar latar
belakang agama, jenis kelamin, suku, status sosial dan sebagainya dalam
konteks bernegara adalah tindakan diskriminatif.® Artinya bahwa ketentuan
batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974
telah nyata mengandung unsur diskriminatif terhadap perempuan. Padahal
Pasal 281 ayat (2) UUD 1954 telah mengamanahkan penolakan terhadap segala
bentuk diskriminasi kepada semua warga negara tanpa terkecuali, terkhusus
diskriminatif terhadap perempuan. Bunyi undang-undang tersebut ialah;

“Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakukan yang bersifat diskriminatif itu”.’

Ketentuan diskriminatif terhadap perempuan tersebut muncul karena
melakukan pembedaan perlakuan hukum semata-mata didasari oleh alasan
jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta pembedaan kedudukan hukum
atas perlindungan hak kesehatan bagi anak perempuan. Perempuan yang
diberikan ketentuan batas minimal perkawinan 16 tahun akan lebih banyak

menanggung resiko kesehatan dibanding batas usia laki-laki yang diberi batas

® Nadirsyah Hosen, Video Diskusi KLS Seri ke-9 mengkritisi Perda Syariah
" MPR RI, Matari Sosialisasi Empat Pilar, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017),57-61.



minimal usia 19 tahun atau di atas usia anak. Sehingga nyata-nyata
menimbulkan diskriminatif perlindungan dimana hanya laki-laki yang
diperhatikan resiko kesehatannya maupun dalam bidang-bidang lainnya.®

Konstitusi Indonesia pula pada dasarnya sepakat untuk mencegah segala
bentuk tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam berbagai bidang,
artinya hukum di Indonesia menghendaki tercapainya persamaan dan keadilan
antara laki-laki dan perempuan. Penghapusan diskriminasi perempuan terhadap
hukum tersebut berfungsi sebagali pengarusutamaan perempuan menuju
kesetaraan gender, dan bahkan sebagai pemajuan Hak Asasi Manusia dalam
millenium development goals. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang
No. 7 Tahun 1984, juga melalui Intruksi Presiden Indonesia No. 9 Tahun 2000
tentang pengarusutamaan gender.’

Melalui  pengarusutamaan gender, kedudukan perempuan telah
mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminatif. Perempuan telah
memperoleh kedudukan, peran, kesetaraan dan keadilan gender dalam
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Terkhususnya terkait persamaan dan keadilan di depan hukum dan
pemerintahan. Hukum tidak boleh mendiskriminasi perempuan atau semata-
mata didasari oleh alasan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan permasalahan diatas, akhirnya UU No. 1 Tahun 1974

tentang batas minimal usia perkawinan diuji (judicial review) kembali di

8 Moh. Hatta,Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Jurnal
Al-Qanun, Vol. 19, No. 1, Juni 2016. 45.

% Angelia Maria Valentina & Elisabeth, Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi
Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014, Hubungan Internasional:
Universitas Katolik Parahyangan, 2.



Mahkamah Konstitusi. Hasilnya MK memutuskan undang-undang tersebut
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat (Asas lex superior derogat legi inferior). Dalam
pertimbangannya ketua MK Anwar Usman menyatakan perbedaan batasan usia
perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Selain
itu pertimbangan MK, pada Pasal tersebut tidak singkron dengan Pasal 1 UU
No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan anak ialah
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.®

Sejalan dengan permasalahan diatas, khazanah Islam yang begitu kaya
dengan tradisi pemikirannya tidak bisa ditinggalkan begitu saja ketika
berbicara masalah hukum dan kenegaraan bagi perempuan, khususnya masalah
bagaimana Islam memandang ketentuan diskriminasi terhadap perempuan,
bagaimana Islam memandang persamaan dan keadilan gender dan lain
sebagainya. Maka untuk menjawab permasalahan-permasalahan politik dan
ketatanegaraan dalam Islam tersebut maka lahirlah ilmu figih siyasah
dusturiyah.

Figih siyasah dusturiyah merupakan aturan hukum yang mengatur
interaksi warga negara terhadap lembaga negara dan warga negara yang lain,
atau figih siyasah dusturiyah pula merupakan suatu dokumen yang memuat
prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara Islam.

Dimana sumber figih siyasah dusturiyah sendiri ialah bisa berasal dari

9 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.



pandapat-pendapat para ulama atau lembaga negara Islam. Sedangkan salah
satu kajiannya adalah masalah  aturan hukum Islam, khususnya hukum
perundangan terhadap batas usia minimal perkawinan dalam konteks Islam.

Islam sendiri pada dasarnya tidak menentukan secara tegas berapa
minimal bilangan angka umur seseorang baik laki-laki maupun perempuan
untuk memasuki jenjang pernikahan, akan tetapi Islam hanya menyatakan
istilah balig atau mumayyiz sebagai batasan minimalnya seseorang bisa
menikah."* Oleh karenanya para ulama dalam menentukan batas minimal usia
pernikahan bersifat ijtihadiyyah, sebab baik nash Al-Quran maupun hadits
sama-sama tidak memaparkannya secara gambelang. ljtihad yang dimaksudkan
ialah melalui metode maslahah mursalah dengan segala pertimbangan dan
pemikiran yang mendalam untuk menjawab tantangan dan kebutuhan
masyarakat, namun tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam dan demi
kemaslahatan umum.*2

Berdasarkan permasalahan yang sangat kompleks yang telah peneliti
uraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat dan meneliti sebagai karya
ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul penelitian “Analisis Figih Siyasah
Dusturiyah tentang Batas Usia Perempuan dalam Perkawinan
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Pasal 27

Ayat (1) Pasca Putusan MK NO. 22/PU-XV/2017”.

1 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 59.
12 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaWali Pers, 2013), 59.



B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti

mengidentifikasi masalah sebagaiman berikut ini:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentanng perkawinan

yang memberikan batas minimal usia perkawinan laki-laki (19 tahun) dan

perempuan (16 tahun) telah bertentangan/tidak sesuai dengan prinsip

persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana yang telah
diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya;

a. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”.

b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 6 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan, yang seharusnya mencerminkan antara
lain asas pengayoman dan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan.*®

c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
vang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) ketentuannya bersifat

diskriminatif terhadap perempuan. Karena harusnya peraturan perundang-

undangan menunjukkan tidak ada pembedaan dalam hak, kewajiban dan
kedudukan semua warga negara dalam hukum terlepas apapun latar

belakangnya. Perbedaan usia batas perkawinan dalam UU tersebut seorang

13 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



perempuan yang diberikan ketentuan batas usia 16 tahun akan lebih banyak
menanggung resiko kesehatan dibandingkan dengan usia laki-laki yang
diberi batas usia 19 tahun atau diatas usia anak.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tidak selaras dengan
Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang
menyebutkan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.

4. Ketentuan batas minimal usia pernikan dalam Islam pun bersifat
ijtihadiyyah oleh para ulama, atau tidak ada ketentuan pasti dalam bentuk
angkat-angkat yang berasal dari nash Al-Quran atau Hadits, sehingga masih

menimbulkan ketidak jelasan.

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi objek penelitian ini, maka
agar pokok permasalahan di atas lebih terarahkan maka batasan masalah yang

akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Analisis penentuan batas usia perempuan dalam perkawinan menurut UU.
No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pasca Putusan
MK No. 22/PUU-XV/2017.

2. Analisis figih siyasah dusturiyah terhadap penentuan batas usia perkawinan

pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan

di atas, peneliti merumuskan permasalahan ini sebagai berikut:



1. Bagaimana penentuan batas usia perempuan dalam perkawinan menurut
UU. No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pasca
Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017?

2. Bagaimana analisis figih siyasah dusturiyah terhadap penentuan batas usia

perkawinan pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017?

. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagaimana berikut ini:

1. Untuk menganalisis dan mengembangkan bagaimana penentuan batas usia
perempuan dalam perkawinan menurut UU. No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

2. Untuk menganalisis dan mengembangkan bagaimana analisis figih siyasah
dusturiyah terhadap penentuan batas usia perkawinan pasca putusan MK

No. 22/PUU-XV/2017.

. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun praktis. Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dalam
penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan

memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan



10

Hukum Tata Negara, serta mengoptimalkan lembaga-lembaga
pemerintahan maupun lembaga legislator dalam membuat peraturan
perundang-undangan. Sehingga dapat mengkomparasikan atau dapat
membandingkan sistem hukum perundang-undangan positif Indonesia yang
tidak membeda-bedakan warga negara berdasarkan apapun, dengan sistem
hukum Islam (figih siyasah dusturiyah). Selanjutnya penelitian ini pula
diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan keilmuan dan diskusi
ilmiah pada perguruan tinggi khususnya di program Hukum Tata Negara
Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan,
pertimbangan dan sumbangsih pemikiran kepada lembaga pemerintahan,
lembaga legislasi maupun para akademisi terkait masalah persamaan
kedudukan di dalam hukum gender dan larangan tindakan diskriminatif

terkait masalah perkawinan.

F. Kerangka Teoritik
1. Konsep Persamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
Indonesia merupakan negara hukum, dalam konsepsi demikian maka
harus menjalankan prinsip-prinsip dari pada Hak Asasi Manusia. Salah satu
unsur Hak Asasi Manusia yang diakui oleh Indonesia ialah persamaan
kedudukan setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan. Hal ini

ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana berikut ini:
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“Segala warga negara bersamaan keudukannya didepan hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya™

Mien Rukmini berpendapat bahwa asas persamaan kedudukan di
dalam hukum seperti yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
bermakna bahwa setiap warga negara diakui dan dijamin hak pribadinya,
setiap warga negara siapapun ia mendapatkan kedudukan yang sama dan
sederajat di dalam hukum dan pemerintahan.*

Menurut Muladi, selain Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 vyang
mengamanahkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan,
di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pula menegaskan bahwa “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan
peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat diartikan bahwa dalam
konteks warga negara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban
yang sama, maka negara dan hukum tidak boleh membeda-bedakan warga
negara berdasarkan agama, golongan, suku, status sosial, dan lain
sebagainya.®®

Julita Melissa Walukow memberikan konsep persamaan kedudukan
dimuka hukum secara sederhana bahwa semua orang sama di depan hukum

terlepas apapun latar belakangnya. Persamaan dihadapan hukum atau

4 pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tentang Persamaan Kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan.
15 Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan
Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni,
2003, 24.

® Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan
Masyarakat, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 278.
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equality before the law merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum
modern. Konsep pemikiran equality before the law menginginkan perlakuan
yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk bagi kelompok rentan.

Prof. Ramly Hutabarat berpendapat bahwa teori equality before the
law menurut UUD 1945 merupakan suatu mata rantai antara hak dan
kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing.
Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus
diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintahan
dengan tujuan agar supaya nilai-nilai keadilan dapat terwujud dalam rangka

berbangsa dan bernegara.*®

2. Konsep Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif terhadap
Perempuan
Konsep penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap prempuan
telah diakui oleh dunia Internasional melalui Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW). Tujuan pokok
dari konvensi tersebut ialah mencapai persamaan dan keadilan antara laki-
laki dan perempuan. penghapusan diskriminasi tersebut berfungsi sebagai
pengarusutamaan perempuan menuju kesetaraan gender, dan bahkan

sebagai pemajuan hak asasi manusia dalam millenium development goals.

7 Julita Melissa Walukow, Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di
dalam Lembaga Permasyarakatan di Indonesia. Jurnal Iimiah Lex et Societatis, Vol. | No.1 Jan-
Maret 2013, 163.

18 Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2014), 36.
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Diantara Pasal yang menegaskan mengenai hak perempuan dalam CEDAW

ialah sebagaimana berikut ini;

a. Persamaan wanita dengan pria dalam perkawinan, akan diberikan hak
untuk mengadakan pergerakan dan memilih tempat kediaman.

b. Persamaan wanita dengan pria akan dijamin terhadap hak dan tanggung
jawab dalam hubungan kekeluargaan dan semua urusan mengenai
perkawinan, khususnya beberapa hak wanita bersaman dengan pria akan
dijamin dibidang perkawinan.

c. Dalam pasal 16 huruf (a) disebutkan hak yang sama antara pria dan
wanita untuk melakukan ikatan perkawinan.

d. Dalam pasal 16 huruf (b) hak-hak yang sama untuk memilih dengan
bebas pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan
hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya.

e. Dalam pasal 16 huruf (c) mensyaratkan hak-hak dan tanggung jawab
yang sama selama perkawinan dan pemutusan perkawinan.

f. Pasal 16 huruf (d) mengakui hak pribadi yang sama sebagai suami istri
termasuk hak memilih nama, keluarga, profesi dan jabatan.

0. Pasal 16 ayat (1) huruf (f) mensyaratkan hak yang sama untuk kedua
suami dan istri berkaitan dengan benda.

h. Pasal 16 ayat (2) melarang pertunangan dan perkawinan seorang anak

(nikah dini).
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i. Hak sama untuk suami istri berhubungan dengan pemilikan atas
perolehan pengelolaan harta benda.™

Indonesia baru mengikuti dan masuk pada konvensi CEDAW secara
resmi melalui penetapan UU No. 7 Tahun 1984. Hal ini dilatar belakangi
karena maraknya tindakan diskriminasi dan stereotype yang dialami
perempuan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. UU
No. 7 Tahun 1984 juga merupkan bentuk pelaksanaan hukum prespektif
perempuan, dimana hukum dalam rumusan dan prakteknya berdampak pada
perempuan yang mampu berkontribusi hukum dalam men-subordinasi dan
mendiskriminasikan perempuan, meskipun implemtasi masih banyak
terdapat difungsi hukum?.

Selanjutnya konsep penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap
perempuan dalam konteks Indonesia ditegaskan kembali dengan
dikeluarkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000
yang bertujuan sebagai pengarusutamaan perempuan menuju kesetaraan
gender dalam segala bidang, dan bahkan sebagai pemajuan hak asasi
manusia. Interuksi Presiden No. 9 Tahun 2000 pula dalam rangka
meningkatkan kedududukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya
mewujudkan ksetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.?

9 Arifah Millati Agustina, Hak-Hak Perempuan dalam Pengarusutamaan Ratifikasi CEDAW dan
Magosid Asy-Syariah, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 2, Desember 2016. 206.

20 Arifah Millati Agustina, Hak-Hak Perempuan dalam Pengarusutamaan Ratifikasi CEDAW dan
Magosid Asy-Syariah, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 2, Desember 2016. 204-205.

2! Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional.
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3. Konsep Hak Asasi Manusia

Majda EI-Muhtaj berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan
hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, bersifat universal
dan langgeng. Oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan,
dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain
itu, manusia pula memiliki kewajiban dasar terhadap sesama manusia, dan
terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara®.

Menurut Muladi dalam konteks Indonesia konsep hak asasi manusia
bukan hanya berdasarkan hak-hak mendasar manusia saja, akan tetapi
terdapat kewajiban dasar lain manusia sebagai warga negara untuk patuh
terhadap peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, moral, etika,
menghormati hak asasi orang lain, juga wajib membela terhadap negara.
Sedangkan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi,
menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang telah diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.?

Adapun beberapa teori hak asasi manusia adalah sebagaimana berikut
ini;

a. Teori hak-hak kodrati (natural rights theory); memandang bahwa hak-
hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh

karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Diantara hak-hak tersebut

2 Majda El-Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Ekonomi Sosial, dan Budaya, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2005), 228.

2 Muladi,Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan
Masyarakat, (Jakarta: Refika, 2005), 6.
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ialah hak untuk hidup, kebebasan dan kekayaan. Teori hak-hak kodrati
pula memandang HAM tidak memerlukan pengakuan baik dari
pemerintah atau hukum, karena HAM bersifat universal. HAM
sesungguhnya semata-mata berasal dari kodrat manusia secara alamiah.

b. Teori hak positivisme; teori ini secara tegas menolak teori hak kodrati.
Menurut teori hak positivisme hak harus berasal dari suatu tempat.
Selanjutnya hak harus diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum
atau kontrak. Menurut teori hak positivisme suatu hak haruslah berasal
dari sumber yang jelas, seperti berasal dari peraturan perundang-
undangan atau konstitusi yang dibentuk negara.

c. Teori relativisme budaya (cultural relativist theory); memandang bahwa
teori hak kodrati dan penekanannya pada universal sebagai suatu
pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya lain yang diberi nama
imperalisme budaya (cultural imperalism). Manusia ialah produk dari
lingkungan sosial, budaya, tradisi, peradaban yang berbeda, yang
memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia yang hidup di latar

kultur yang berbeda pula.®*

4. Konsep Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia
Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rujukan yang dipakai

oleh hakim di lingkungan pengadilan agama di Indonesia. Dalam hal

?* Muladi,Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep., 88.
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batasan usia perkawinan menurut KHI (kompilasi hukum Islam) disebutkan

dalam pasal 15 ayat (1) dan (2).

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni
calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri
sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 (2), (3), (4), dan
(5) UU No. 1 Tahun 1974.%°

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menentukan umur

kecakapan seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan pada usia 19

tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Kompilasi Hukum

Islam tersebut merujuk pada ketentuan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 1 ayat

(1) tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya

diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan

pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 6 dan 12 tentang
perkawinan, sebelum melangsungkan perkawinan maka calon mempelai
harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana berikut ini;

a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.

2> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 Ayat 1 dan 2.
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b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun,
sedangkan wanitanya mencapai 16 tahun.

c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang
belum berumur 21 tahun.

d. Tidak melanggar larangan perkawinan.

e. Berlaku asas monogami.

f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.?

5. Konsep Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Islam

Ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam literatur Islam tidak
ditentukan secara tegas. Mengenai pembatasan umur untuk melangsungkan
perkawinan, kitab-kitab figih klasik tidak memberikan batas umur secara
pasti. Batas minimal perkawinan tidak terdapat dalam berbagai pendapat
mazhab secara konkrit yang menyatakan dengan bilangan angkat dan hanya
terdapat pernyataan istilah balig sebagai batas minimalnya atau kebanyakan
para ulama berpendapat mumayyiz yang menjadi ukuran seseorang bisa
menikah.?’

Ulama klasik berpandangan bahwa mensyaratkan orang yang akan
menikah telah balig yang digunakan adalah kematangan fisik yakni
menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki.

Ulama klasik atau tradisional menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan

% Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta:
Departemen Agama RI, 2001), 117-131.

2’ 'Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2005), 49.
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praktek Rasulullah ketika dirinya menikahi Aisyah saat usia 6 tahun dan
menggauli ketika usia 9 tahun secara tekstual. Berdasarkan hal tersebut
ulama klasik memperkenankan perkawinan anak usia dibawah umur dengan
pemahaman yang kaku.

Pandangan ulama kontemporer berpendapat sebaliknya, mereka
berpandangan bahwa batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat
sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (balig), akan
tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa, dengan melihat
persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sudut pandang. Ulama
kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara
tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah
menganjurkannya, terlbih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi
fisik, mental dan hak anak. Adapun perkawinan Nabi Muhammad dengan
Siti Aisyah diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan previllage

(kekhususan).?®

6. Teori Pengujian Peraturan Perundang-undangan
Istilah pengujian atau hak uji merupakan terjemahan dalam bahasa
asing, dalam bahasa Belanda dengan istilah toetsingrecht sedangkan istilah
dalam bahasa Inggris judicial review. Hak untuk menguji peraturan

perundang-undangan  (toetsingrecht) terdapat pada masing-masing

%8 Moh. Hatta, Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Jurnal
Al-Qanun, Vol. 19, No. 1, Juni 2016. 8.
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kekuasaan dalam pembagian menurut teori trias politika. Pengujian
peraturan perundang-undangan oleh lembaga eksekutif biasa diistilahkan
sebagai executive review”, pengujian peraturan perundang-undanganyang
dilakukan oleh lembaga legislatif diistilahkan sebagai legislative review,
sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudikatif
diistilahkan sebagai judicial review.*

Judicial review (pengujian peraturan perundang-undangan oleh
lembaga yudisial) dimaksudkan untuk menjamin konsistensi materi setiap
jenjang peraturan perundang-undangan dengan cita-cita dan tujuan negara
dalam rangka pembangunan sistem hukum. Ketentuan tentang judicial
review di Indonesia dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur Mahkamah
Konstitusi dan jalur Mahkamah Agung. Kedua jalur tersebut telah diatur
dalam UUD NRI 1945 Pasal 24A ayat (1)*! dan Pasal 24C ayat (1)*.

Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konsisten UU
terhadap UUD, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian

konsistensi peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah UU,

2% Executive review merupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk menguji suatu peraturan
perundang-undangan dan dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Maka executive
review perda, dalam bentuk pengawasan oleh pemerintah dilakukan melalui beberapa lembaga
negara departemen yaitu Departemen Dalam Negeri selaku “Pembina” pemerintahan dearah.

% saldi Isra, Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi;Dari
Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif, Jakarta: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2010, h. 4.

31 Pasal 24A ayat (1), yaitu “Mahkamah Agung berwenang mengdili pada tingkatkasasi, menguji
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikanoleh undang-undang”.

%2 Pasal 24C ayat (1) , berbunyi : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undang-undang
terhadapUndang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
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yakni Peraturan Pemerintah ke bawah, terhadap peraturan perundang-
undangan Yyang hierarkinya lebih tinggi. Tetapi, Perppu tidak bisa

dimintakan judicial review.*

G. Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelurusan pustaka, terdapat beberapa penelitian dengan
topik terkait, baik dalam tataran diskursus maupun hasil penelitian empirik
terhadap praktek perkawinan berbasis umur. Diantaranya adalah sebagaimana
berikut ini;

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Badiroh, dengan judul penelitian
“Urensi kedewasaan dalam perkawinan (tinjauan atas batas minimal usia
nikah dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974)”. Dalam penelitian tersebut
mengungkap tentang ketentuan batas minimal nikah dalam pasal 7 ayat (1)
UU No. 1 Tahun 1974 mengenai keberanjakan dari konsep fisik dan
bagaimana metodologi yang digunakan. Bagaimana kondisi fisik dan psikis
dari kedua calon mempelai pada usia yang ditetapkan dalam pasal tersebut.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketentuan usia nikah dalam pasal 7
ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu langkah hasil pembaharuan
yang ada sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan ketentuan di
beberapa negara muslim lainnya, maka nampak secara kuantitatif ketentuan
batas usia minimal nikah yang ada di Indonesia relatif tinggi bagi laki-laki

namun rendah bagi perempuan.

% Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta : Rajawali
Pers, 2012, h. 40.
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2. Penelitian yang dilakukan oleh sudara Ahmad Musfiful Fuad, dengan judul
penelitian “Ketentuan usia minimal kawin dalam UU No.1 Tahun 1974
(studi perspektif hermeneutika)”. Dalam penelitiannya mengungkapkan
bahwa batas minimal usia kawin bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan
16 tahun seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dinilai terlalu rendah standarnya dan sudah tidak relevan lagi
untuk zaman sekarang. Dengan pendekatan hermeuneutik menurutnya
pemahaman terhadap isi pasal 7 undang-undang tersebut perlu dipahami
secara kontekstual sehingga sesuai dengan keadaan masa kini. Undang-
undang tersebut lahir 43 tahun yang lalu, yang isinya bertentangan dengan
undang-undang yang baru No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Karenanya perlu dilakukan tinjauan ulang dan perubahan isi agar bisa
berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat baik dalam bidang
kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Khaidarulloh dengan judul tesis
“modernisasi hukum keluarga Islam: studi terhadap perkembangan
diskursus dan legislasi usia perkawinan di Indonesia”. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa masalah pengaturan usia perkawinan di Indonesia
tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengatur
praktek perkawinan, tetapi juga menandai terjadinya perdebatan panjang
metodologi hukum antara tradisi Islam dan negara dalam konteks

pelembagaan hukum Islam Indonesia.
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Ujang Firmansyah, dengan judul penelitian
“implementasi maslahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut
UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002
tentang perlindungan anak serta harmonisasinya”. Hasil penelitiannya
mengungkapkan bahwa nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan
pembatasan usia nikah dalam kedua undang-undang tersebut adalah
kemaslahatan rumah tangga, kesehatan anggota keluarga, kependudukan,
dispensi usia nikah, menghindari terjadinya pernikahan usia anak, menjamin
terpenuhnya tanggung jawab orang tua kepada anak dalam hal menumbuh
kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya,
terjaminnya perlindungan hak-hak anak agar dapat berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau
disebut pula penelitian hukum doktrinal. Di mana pada penelitian hukum
normatif hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan
perundang-undangan ataupun dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma

yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas®.

¥ Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2012), 118.
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Maka oleh sebab itu obyek penelitian hukum normatif adalah peraturan
perundang-undangan®.

Adapun peraturan perundang-undangan yang akan dikaji dalam
penelitian ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana di
dalam undang-undang tersebut terjadi tindakan diskriminatif tentang batas

minimal usia perempuan dalam perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian
Terkait penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang peneliti
gunakan. Melalui pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi
dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari
jawabannya. Pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), telah terhadap
berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang dikaji pada tema penelitian ini.*® Adapun
peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah UU No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan.

b. Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan historis dilakukan
dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.
Pendekatan ini sangat membantu peneliti dalam memahami filosofi dari

aturan hukum. Disamping itu, melalui pendekatan historis peneliti juga

% H. Sali HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Desertasi,Jakarta : Rajawali Pers, 2013, 13
% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 93.
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dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi

aturan hukum tersebut.®’

3. Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan sumber data primer dan
sumber data sekunder, sebagaimana berikut ini:

a. Bahan hukum primer, ialah merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.*® Diantara
sumber primer yang akan peneliti kaji dalam penelitian ialah
sebagaimana berikut ini:

1). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan di
dalam hukum dan pemerintahan.

2). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28l ayat (2) tentang perlakuan
diskriminatif.

3). Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan.

4). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

5). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

6). Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

7). Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang persamaan gender.

37 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ibid, h. 166.
% | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian., 142.
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8). Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala
bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
9). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 tentang judicial
review terhadap penentuan batas usia perkawinan.
10). Kompilasi hukum Islam (Kep. Menteri agama No. 154 Tahun 1991).
b. Bahan hukum sekunder, berupa publikasi hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar

atas putusan pengadilan.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk
mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.
Ketika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka yang
harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah mencari peraturan perundang-
undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu yang diangkat.
Perundang-undangan dalam hal ini meliputi legislation maupun regulation
bahkan dengan delegated legislaton dan delegated regulation.

Adapun langkah pengumpulan bahan hukum primer adalah
sebagaimana berikut ini:
a. Mengkroscek aturan-aturan itu masih berlaku sebagai hukum positif

atau tidak.

¥ Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2012),32.
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b. Indentifikasi undang-undang, mana undang-undang yang tergolong lex
specialis (khusus) dan legi generali (umum), (Lex superior (tinggi) dan
lex inferior (rendah), lex posterior (baru) dan lex prior (lama).

c. Perlu pula pengumpulan peraturan perundang-undangan yang ada
hubungan dengan isu sentral itu sendiri.

Sementara pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan
teknik bola salju, yakni teknik pengumpulan sumber data, yang pada
awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar atau banyak. Artinya
mulanya jumlah data yang sedikit tersebut belum memberikan data yang
memuaskan, maka peneliti mencari referensi-referensi lain untuk digunakan
sebagai sumber data. Dan akhirnya jumlah sumber data makin banyak dan

besat, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.*°

5. Teknik Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data
deskriptif, teknik komparatif dan teknik evaluatif. Di mana teknik deskriptif
digunakan peneliti untuk mendeskripsikan apa adanya tentang peristiwa
hukum atau kondisi hukum, seperti suatu undang-undang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan lainya dengan mengutip pasal-pasal

terkait seperti apa adanya.

“0'| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian,149-151.
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Teknik data komparatif digunakan peneliti untuk melakukan
perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Dimana
pendapat-pendapat tersebut diidentifikasi dalam jumlah yang dianggap
cukup guna memberikan kejelasan terhadap materi hukum yang

diperbandingkan.

Teknik data evaluatif digunakan peneliti untuk melanjutkan analisis
teknik deskriptif dan teknik komparatif terhadap kondisi hukum, di mana
analisis tersebut akan memperoleh pandangan yang pro dan kontra. Maka
terhadap pandangan tersebut peneliti mengevaluasinya, dan hasil evaluasi
tersebut kemungkinan akan menimbulkan sikap menyetujui salah satu atau

menolak, dan atau peneliti tidak setuju terhadap keduanya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah penulisan
dan pemahaman. Oleh karena itu agar lebih sistematis maka tesis ini disusun
dalam beberapa bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa bab bab. Adapun
sistematika penulisannya adalah sebagaimana berikut ini:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang
penelitian ini, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujua
penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.
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Bab [Il, berisi kajian teori yang berisi; Pertama.Tinjuan tentang
perkawinan, yang meliputi; pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan
di Indonesia, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, asas dan prinsip
perkawinan, makna dan hikmah perkawinan, Kedua Tentang konsep figih
siyasah dusturiyah, yang meliputi; pengertian figih siyasah dusturiyah, ruang
lingkup figih siyasah dusturiyah, batas usia perempuan dalam perkawinan
menurut figih siyasah dusturiyah.

Bab 111, Berisi tentang analisis ketentuan batas usia perempuan dalam
perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945 pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017; Pertama Ketentuan
kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi yang meliputi; keberadaan
Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi, tugas dan fungsi
Mahkamah Konstitusi, kedua tentang batas usia perempuan dalam perkawinan
pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang meliputi; duduk pokok perkara,
kedudukan hukum (Legal Standing) pemohon, amar putusan.

Bab 1V, Berisi tentang ketentuan batas usia perkawinan pasca putusan
MK No. 22/PUU-XV/2017 perspektif figih siyasah dusturiyah; Pertama.
Analisis ketentuaan batas usia perkawinan pasca putusan MK No. 22/PUU-
XV/2017 , Kedua. Analisis figih siyasah dusturiyah terhadap ketentuan batas
usia perkawinan pasca putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

Bab V, adalah penutup, berisi uraian singkat (kesimpulan) dari apa yang

telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan rekomendasi.



BAB I1

KONSEP BATAS USIA PEREMPUAN
MENURUT FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Konsep Tentang Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur figih berbahasa Arab
disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Secara arti kata nikah
berarti “bergabung”, “hubungan kelamin™ dan juga berarti “akad”.’
Sedangkan secara bahasa nikah disebut; al-jam’u dan al-adhamu yang
artinya kumpul. Maka nikah (zawaj) bisa diartikan dengan agdu al-tazwij
yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath 'u al-zaujah) bermakna
menyetubuhi istri.?

Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-
laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan
untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta
masyarakat yang sejahtera. Sementara para ulama madzhab mengartikan
makna nikah dengan sangat variatif. Ulama madzhab Syafi’iyyah
mendefinisikan kata nikah sebagai akad dalam arti yang sesungguhnya
(hagiqy), dan berarti wathi (hubungan kelamin), yang merupakan kiasan
(majazy). Ulama Hanafiyyah mendefinisikan makna nikah secara hakiki

yakni wathi (hubungan kelamin). Sedangkan madzhab Hanabilah

Y Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2014), 35-36.

2 HM.A., Tihami, dkk, Figih Munakahah Kajian Figih Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2009),6.
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mengartikan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah untuk arti
hakikatnya.’

Selanjutnya ulama kontemporer mendefinisikan maka perkawinan
dengan lebih luas, yakni perkawinan bukan saja sekedar hakikat utamanya,
yakni kebolehan berhubungan badan atau melakukan hubungan kelamin
setelah melaksanakan perkawinan itu. Dr. Ahmad Ghandur berpendapat
bahwa “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan
perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan
menjadikan untuk kedua pihak hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara
timbal balik™

Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa salah satu
akibat terjadinya akad perkawinan ialah timbulnya hak dan kewajiban
timbal baik antara suami dan istri.* Untuk lebih memperjelas tentang
pengertian pernikahan atau perkawinan, di bahwah ini penulis paparkan
beberapa pendapat pakar Islam dalam mendefinisikan
perkawinan/pernikahan, serta pernikahan berdasarkan Undang-Undang:

a. Zakiyah Darajat, pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan
hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij

atau yang semakna keduanya.

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 37.
* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan., 39.
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b. Abu Yahya Zakariya al-Anshory, pernikahan adalah akad yang

mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan
lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

. Thalib, pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat
kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan
perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang
kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasihi, tentram,
dan juga bahagia.

. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.

* Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan atau
pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. ©

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan

juga diperintahkan oleh Nabi Saw. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam

Al-Qur’an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya

dalam surat an-Nur ayat 32:

> Zakiyah Darajat, dkk, 1lmu Figih, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48-50.
® Lihat UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1
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Aliad G S0 giad o) s

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan
orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka
dengan kurnia-Nya ”.

Begitu banyak pula suruhan Nabi Saw kepada umatnya untuk
melakukan perkawinan. Di antaranya, seperti dalam hadits Nabi dari Anas
bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, Nabi

Muhammad bersabda yang berbunyai:

-

Aall a5 o) p&a 38 3500 S5h 13455

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena
sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.”

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan
perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi
Allah dan Nabi untuk dilaksanakan. Namun perintah Allah dan Nabi untuk
melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa
persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat
dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas’ud muttafaq alaih yang artinya;

“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan
dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perbuatan itu lebih
menutup mata dari pengelihatan yang tidak baik dan lebih menjaga
kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa;
karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”
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Adapun kata-kata al-baah mengandung arti kemampuan melakukan
hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan.’
Sementara itu hukum melaksanakan pernikahan sendiri terjadi terjadi
hukum taklifi yang lima yaitu:

a. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya
telak mendesak untuk melaksanakan  persetubuhan  yang
dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.

b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah
lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum
mendesak.

c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telak mendesak dan mampunyai
kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari
berbuat haram.

d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu
memberi belanja calon istrinya.

e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan
segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk

menikah.®

3. Tujuan Perkawinan
Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk

menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia

” Amir Syarifuddin, Hukum., 43-44.
8 Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam,Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim, Vol. 14 No.
2-2016,189.
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pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan seperti
berikut ini:
a. Melaksanakan anjuran Nabi Saw, dalam sabdanya;

“Wahai sekalian pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu
untuk menikah maka hendaknya ia menikah...”®

b. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan
generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-
Nisa’ ayat 1:

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang
menjadikan kamu dari yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-
istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang
banyak, laki-laki dan perempuan.”

c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup
dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat
ar-Rum ayat 21 sebagaimana berikut ini:

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan
ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan
kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
menjadi tanda-randa bagi kaum yang berpikir. ™

4. Syarat dan Rukun Perkawinan
Syarat dan rukun perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum,
terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari

segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal

 Wahyu Wibisana, Pernikahan.,191.
10 Amir Syarifuddin, Hukum., 46-47.
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bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu
acara perkawinan syarat dan rukun tidak boleh tertinggal, dalam arti
perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun
dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan
ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut
disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua
ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam
suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin,
perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang
menyaksikan akan perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang
berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh
karena itu yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanya akad
nikah yang dilakukan oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan,
sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan
kepada syarat perkawinan.

Selanjutnya unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan
perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang
melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan
telah berlangsung akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat tersebut maka
rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki.
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b. Calon mempelai perempuan.
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
d. Dua orang saksi.

e. ljab yang dilakukan oleh wali dan gabul yang dilakukan oleh suami.™

5. Asas dan Prinsip Perkawinan
Ada beberapa prinsip perkawinan menurut Islam yang perlu
diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia
melaksanakan tugasnya mengabdi kepada Tuhan. Prinsip-prinsip tersebut
ialah sebagaimana berikut ini:
a. Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.
b. Kerelaan dan persetujuan.
c. Perkawinana untuk selamanya.
d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.*?
sementara asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang
diantut oleh UU Perkawinan di Indonesia adalah sebagaimana yang terdapat
pada penjelasan Umum UU Perkawinan itu sendiri sebagai berikut:
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi
agar masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

1 Amir Syarifuddin, Hukum., 59-61.
12 Tihami & Sohari Sahrani, Figih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),32-43.
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b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah
sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang
bersangkutan menginzinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari
seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih
dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu
harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan
perkawinan agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara
baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang
baik dan sehat.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut
prinsip  untuk  mempersukar terjadinya perceraian.  Untuk
memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta
harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan



39

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah

sebagaimana berikut ini;

a. Asas sukarela.

b. Partisipasi keluarga.

c. Perceraian dipersulit.

d. Poligami dibatasi secara ketat.
e. Kematangan calon mempelai.

f. Memperbaiki derajat kaum wanita.*®

6. Makna dan Hikmah Ikatan Perkawinan

Akad nikah adalah awal komitmen bagi pasangan pernikahan yang
akan membawa bahtera rumah tangganya menuju kebahagiaan dunia dan
akhirat. Karena, pernikahatan dibedakan dengan perzinahan, sebab dalam
perzinahan tidak ada komitmen yang disepakati oleh dua orang yang
berlainan jenis kecuali hanya untuk mencari kepuasaan seksual belaka.
Karena itu, rumah tangga harus dibangun sesuai dengan ungkapan “Baytiy
Jannatiy” (rumah tanggaku sebagai sarana menuju surgaku).

Adapun makna ikatan perkawinan dapat di jabarkan menjadi beberapa

hal sebagaimana berikut ini:

13 Amir Syarifuddin, Hukum., 25-26.
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a. Kedua belah pihak berjanji untuk jujur satu sama lain dan tidak saling
membohongi.

b. Kedua belah pihak berjanji tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji
(mengkhianati perkawinan).

c. Kedua belah pihak berjanji untuk saling menjaga kesehatan dan harta
yang lainnya, dan tetap bersabar dalam keadaan lapang, sempit, sehat,
dan sakit.

d. Kedua belah pihak berjanji untuk menjaga dan mendidik anak-anak
dengan baik.

e. Kedua belah pihak berjanji untuk saling menjaga privasi yang lainnya
dan tidak menyebarluaskan privasi tersebut kepada orang lain.**
Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu

adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan
syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.
Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam
haditsnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Australia ibn Mas’ud,

ucapan Nabi:

}éccj)ﬁ;;u\es.m&&.\u\w'a_\M\w\_\
APUE ,Aumthmgwj‘@sﬂum\jumm

Bla

" Makmun, Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2015),32-35.
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“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan
untuk kawin, maka kawinlah; karena perkawinan itu lebih menghalangi
pengelihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari
kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa;
karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”lS.

Selain itu, hikmah pernikahan pula dalam islam dapat dijabarkan

sebagaimana berikut ini:

a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk
menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi
segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan
perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia,
memperbayak ketururnan, melestarikan hidup manusia, serta
memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan.

c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam
suasana dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan-perasaan ramah,
cinta, dan sayang Yyang merupakan sifat-sifat baik yang
menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat
bakat dan pembawaan seseorang akan cekatan bekerja, karena
dorongan tanggung jawab bekerja dan mencari penghasilan yang

dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

1> Amir Syarifuddin, Hukum., 47-48.
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e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi rumah tangga,
sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas
tanggung jawab antara suami-sitri dalam menangani tugas-tugasnya.

f. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan,
memperteguh kelanggenangan rasa cinta antara keluarga, dan
memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui,

ditopang, dan ditunjang.*®

B. Konsep Figih Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Figih Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi yang
artinya seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik ataupun
agama. Selanjutnya kata dusturiyah dipakai untuk menunjukkan anggota
kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Perkembangan
selanjutnya, kata dusturuyah diserap ke dalam bahasa Arab dan mengalami

perkembangan pengertian, yakni menjadi asas dasar atau pembinaan.’

Secara istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah-kaedah yang
mengatur dasar-dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota
masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun

yang tertulis (konstitusi). Kata dustur juga diserap ke dalam bahasa

16 Tihami & Sohari Sahrani, Figih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),19-20.
7 Nurcholish Madjid, Figih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia, 2014), 177-178.



43

Indonesia, yang salah satu artinya undang-undang dasar suatu negara. Abu
A’ala al-Maududi berpendapat dusturiyah sebagai “Suatu dokumen yang
memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu

negara’”. 18

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam
pembuatan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi
manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang
di depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Selain itu dalam figih
siyasah dusturiyah mencakup masalah pengangkatan imam, hukum
pengangkatan imam, syarat ahlu ahliwalahli, syarat pemberhentian imam,
persoalan bai’ah, persoalan hukaroh (kementrian) yang bersumber dari al-
qur’an, hadits nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama dan adat kebiasaan
sebuah negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal
ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama Yyang merupakan

perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.*®

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah merupakan
bagian dari figih siyasah yang membahas perundang-undangan sebuah
negara, dan juga hal-hal sebagaimana berikut; konsep-konsep konstitusi,
legislasi, lembaga demokrasi dan syura, konsep negara hukum dalam

siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara beserta hak-hak

8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besat Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2003), 281.

¥'H. A. Djazuli, Figih siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah
(Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 73.
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warga negara yang wajib dilindungi.?® Sementara figih siyasah dusturiyah

dapat diartikan sebagai ilmu tentang politik dan ketatanegaraan dalam Islam

2. Ruang Lingkup Figih Siyasah Dusturiyah

Figih siyasah dusturiyah mencangkup berbagai persoalan-persoalan
kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut

umumnya berasal dari dua hal sumber pokok sebagaimana berikut ini:

a. Dalil-dalil kulliy, baik dari Al-Quran ataupun hadits, maqosyid
shariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat.

b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan
kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama atau pendapat

ulama walalupun tidak seluruhnya.”*
Figih siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

a. Bidang siyasah tashri’iyah, yakni masalah ahlu al-hali wal al-‘aqdi,
perwakilan permasalahan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim
dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, atau peraturan
perundang-undangan.

b. Bidang siyasah tanfidiyah, membahas masalah imamiah, bai’ah,

membahas persoalan-persoalan peradilan.

2 Muhammad Igbal, Figih Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia,
2014), 77

2 H. A. Djazuli, Figih Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2004), 48
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c. Bidang siyasah idariyah, membahas persoalan administrasi dan

kepegawaian.

Ulama-ulama klasik pada umumnya lebih banyak membahas tentang
persoalan pemerintahan dari pada masalah-masalah negara, hal ini

disebabkan oleh;

a. Perbedaan antara negara dan pemerintahan, memiliki arti yang teoritis
dan tidak memiliki arti yang praktis karena setiap perbuatan negara di
dalam implementasinya yaitu perbuatan pemerintahan, bahkan lebih
nyata bagi para orang-orang yang diserahkan tugas untuk menjalankan
pemerintahan.

b. Hubungan yang erat antara negara dan pemerintahan, artinya antara
negara dan pemerintahan tidak dapat di pisahkan.

c. Ahli figih lebih mencurahkan perhatiannya pada kepala negara
(imam), hal tersebut karena orang-orang yang menjalankan
pemerintahan pada realnya di pimpin oleh kepala negara (imam).?

d. Fakta sejarah Islam tentang masalah yang pertama diperdebatkan oleh
umat Islam setelah wafatnya Rasulullah ialah masalah kepala negara,
oleh karenanya sangat berasalan manakala para fugaha lebih perhatian
kepada masalah kepala negara dan pemerintahan dari masalah
kenegaraan lainnya.

e. Timbul dan tenggelamnya negara labih banyak disebabkan faktor

timbu tenggelamnya pemerintahan dari pada masalah negara lain. 3

2 H. A. Djazuli, Figih Siyasah., 49
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3. Batas Usia Perempuan dalam Perkawinan Menurut Figih Siyasah

Dusturiyah

Kajian figih siyasah dusturiyah tentang batas usia perempuan dalam
perkawinan dapat dijabarkan dan ditelusuri dari dasar hukum yang melandasi,
tradisi dan praktik perkawinan anak di bawah umur dimasa pra dan awal Islam,
pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer tentang batasan usia

perkawinan serta faktor dan dampak perkawinan di bawah umur.
a. Dasar Hukum Figih Siyasah Dusturiyah

Adapun sumber-sumber pokok figih siyasah dusturiyah® adalah

sebagaimana berikut ini;

a. Al-Qur’an al-karim adalah sumber pokok aturan agama Islam yang
utama yang dijadikan dasar dalam menentukan berbagai hukum, Al-
Qur’an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah
dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Adapun dasar hukum figih
siyasah dusturiyah dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang
berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil

kulliy dan ajaran Al-Qur’an. seperti;

& S ol5 O 1 shalal 5 B sl 15l Gl el

% H. A. Djazuli, Figih Siyasah., 50
24 Djazuli, Figih Siyasah., 53-54.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kmu”. (QS. An-Nisa:
59)

b. Hadits-hadits yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan-
kebijakan Rasulullah SAW di dalam mengaplikasikan hukum di
negerti Arab, seperti;

shaal 1 hal i A BSE 2 A0

Artinya: “Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu
perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari
mereka sebagai pemimpin”. (HR. Abu Daud No. 2241)

c. Khulafa al-Rasyidin dalam mengambil kebijakannya di dalam
menjalankan pemerintahan. Sebagai contoh kebijakan Khalifah Umar
bin Khatob dalam pemerintahan, ia membagai wilayah Islam menjadi
8 Provinsi dan mengangkat gubernur di setiap wilayah tersebut. la
membentuk lembaga-lembaga negara seperti dewan militer dan badan
permusyawaratan sahabat, dan membentuk dewan hakim

d. Ijma atau pendapat ulama (ljtihad), karena akan sangat membantu
dalam memahami prinsip-prinsip figih siyasah dusturiyah, hingga
pada akhirnya dapat mencapai kemaslahatan umat. Adapun dalil Al-

Quran yang menerangkan tentang ijma yakni;

S ERrCONCN I P P N JEA T T TP A R A R P
sl Al Gshedh B0 JAly B ) ssh% o 8 A2 S

= §. 4 5 % .o Lk - e
5 fels 5k S 4
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika
kamu berlaian pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An Nisa’ :
59)

e. Adat kebiasaan suatu masyarakat (ul-urf) yang tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip dengan Al-Quran dan hadits. Para ulama ushul
figih merumuskan kadiah-kaidah yang berkaitan dengan al-urf,

diantara adalah sebagaiman berikut ini;
1. 4Sas sal=ll (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum).

2. Ay ) Lad HSaY) s SWY (tidak dingkari perubahan

hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat).

3. WaLd L ials l,e s »all (yang baik itu menjadi al-‘urf

sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat).

4, =iy IS Gaelly il (yang ditetapkan melalui al-‘urf sama

dengan yang ditetapkan melalui nas (al-Qur’an dan sunah).[22]

Para ulam ushul figih juga sepakat bahwa hukum-hukum yang
didasarkan kepada al-‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan

masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.”®

2 Hasrun Haroen, Ushul Figih, (Jakarta: PT Logos Wacana limu, 1997), 142.
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b. Tradisi dan Praktek Perktik Perkawinan Anak di Bawah Umur di
Masa Pra dan Awal Islam

Allah SWT mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia, dan
menetapkan seperangkat ketentuan (syuruth dan arkan) untuk
mengokohkan institusinya. Di samping itu, Dia juga memperindahnya
dengan ajaran-ajaran etik dan tuntunan-tuntunan moral (adab dan
fadh’il). Allah SWT telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad SAW
sebagai uswah hasanah yang sepatutnya diteladani dimana ia terekam
dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (bikr) dan
janda (thayyib), dan juga pernah mengawini wanita muda (saghirah) dan
tua (kabirah). Keseluruh istrinya tersebut terpilih atas pertimbangan-
pertimbangan llahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan
materi.

Menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan ‘Aisyah
RA yang ketika itu masih “kanak-kanak”, umat Islam terpolarisasi
menjadi beberapa kelompok. Kelompok tradisional menegaskan bahwa
mempraktikkan model perkawinan itu berarti “menghidupkan sunnah
Nabi” (ihya’ al-sunnah). Namun kelompok yang lain berpendapat bahwa
kebolehan menikahi gadis yang masih di bawah umur itu merupakan hak
previlige (khususiyyah) bagi Nabi SAW saja.?

Sejujurnya, manakala kita melihat sejarah pengundangan hukum

Islam (tarikh al-zasyri’ al-Islami), maka kita akan menemukan fakta

2 vusuf Hanafi, Kontroversi Pernikahan, 37.



50

bahwa diskursus ini nyaris tidak terlalu intens dibicarakan (minim).
Pasalnya para ulama berpandangan tidak ada masalah apa pun dalam
perkawinan suci tersebut. Justru banyak mengemuka adalah kupasan dan
uraian perihal keagungan dan keutamaan di balik perkawinan historis
tersebut.

Praktek perkawinan Nabi SAW dengan ‘Aisyah RA yang masih
kanak-kanak tersebut sejatinya merupakan tradisi sosial yang hidup
(living tradition) dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa
praktek perkawinan anak di bahwa umur (nikah al-saghirah) merupakan
norma yang diterima luas dalam struktur budaya Arab (the accepted
norm in the Arabian culture). Seandainya hanya Nabi SAW seorang yang
mempraktekkannya, setidaknya kita akan mendengar riwayat yang
memberitakan keheranan dan pertanyaan sahabat mengenai persoalan
tersebut. Namun yang harus digaris bawahi ialah bahwa perkawinan anak
di bawah umur sesungguhnya bukan hanya fenomena sosial yang
berlangsung di jazirah Arabia menjeleng kelahiran Nabi SAW, namun
merupakan wajah dunia pada umumnya jauh sebelum Islam datang.?’

Di era awal Islam, sejarah mencatat kasus perkawinan sejumlah
sahabat dengan gadis di bawah umur, seperti yang dilakukan oleh Umar
bin al-Khatthab ketika menikahi Umm Kultsum (putri ‘Ali ibn Abi
Thalib), dan Qudamah ibn Math’un yang menikahi putri Zubair ibn

‘Awwam. ‘Aisyah RA sendiri telah bertunangan dengan Jubair ibn

21 yysuf Hanafi, Kontroversi Pernikahan, 52
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Muth’m sebelum sang ayat membatalkannya ketika menerima pinangan
dari Nabi Muhammad SAW. Hisyam bin ‘Urwah (perawi utama dari
hadis-hadis perkawinan ‘Aisyah) menikahi Fatimah bint al-Mundzir yang
saat itu masih berusia 9 tahun. Dan Hamdan ibn Abi Tughub pada bulan
Safar 360 H menikahi putri ‘Izz al-Dawlah Bakhtyar yang kala itu masih
berusia 3 tahun dengan mahar sebesar 100.000 dinar.?®

Al-Bayhagi dalam al-Sunan al-Kubra meriwayatkan kisah yang

dituturkan oleh al-Syafi’i sebagimana berikut ini:
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“Aku mendapati di Sana’a, Yaman, seorang nenek berusia 21 tahun.
Dia menstruasi di usia 9 tahun dan melahirkan anak di umur 10 tahun.
Demikian pula halnya dengan sang putri, ia menstruasi pada usia 9

tahun dan telah memiliki momongan ketika berumur 10 tahun » 2

Dalam bukunya itu pula, al-Baihagi meriwayatkan sekurang-
kurangnya tiga kasus wanita Muslimah yang melahirkan di usia 9 atau 10
tahun. Ibn al-Jauzi mengisahkan kasus yang nyaris serupa sebagaimana
berikut:

“Abbad ibn Abbad al-Muhlabi melaporkan: Saya bertemu dengan
seorang perempuan dari Muhalabah yang telah menjadi nenek di usia
18 tahun. Dia melahirkan anak perempuan di usia 9 tahun, lantas
anak gadisnya juga melahirkan di usia yang sama dengan dirinya
(yakni 9 tahun). Maka, ia telah menjadi nenek di usia yang masih
sangat belia, 18 tahun »30

28 yusuf Hanafi, Kontroversi Pernikahan, 53-54.
2% Al-Baihagi, Al-Sunan Al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 1994),139.
%0 yusuf Hanafi, Kontroversi Pernikahan, 54-55.
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Berdasarkan praktek pernikahan anak yang dilakukan oleh Nabi
SAW vyang ketika itu menjadi pemimpin negara Islam dan beberapa
sahabat diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak terdapat sistem
atau aturan perundang-undangan negara Islam yang mengatur tentang
batas minimal usia perkawinan. Praktek perkawinan anak di bawah umur
ketika itu merupakan norma yang diterima luas dalam struktur budaya
Arab.

Selanjutnya realitas sosial yang jamak terjadi di semenanjung
Arabia itu di mana wanita yang telah siap secara seksual untuk
bereproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui) segera dinikahkan di
usia yang dini selaras dengan temuan mutakhir bahwa individu-individu
yang tinggal di daerah tropis (hot regions) mencapai usia pubertas lebih
awal dari mereka yang berdomisili di daerah dingin (cold regions).

Sebagai contoh terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan
perempuan dalam pencapaian fase pubertas, dimana anak perempuan di
daerah panas mencapainya lebih awal (sekitar usia 9-10 tahun)
dibandingkan anak laki-laki (sekitar usia 12-13 tahun). Adapun di daerah
dingin pencapaian pubertas itu terjadi lebih lambat, yakni kisaran usia
15-16 tahun untuk perempuan, dan 17-18 tahun untuk anak laki-laki.

Sedangkan di daerah subtropis seperti di Indonesia fase pubertasnya
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berada pada pertengahan dua kisaran di atas, yakni 12-13 tahun untuk

anak perempuan dan 14-15 tahun untuk anak laki-laki.**

c. Pandangan Ulama Tradisional/Klasik tentang Batas Usia
Perkawinan

Pada prinsipnya, figih Islam tidak menetapkan batas usia tertentu
untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi laki-laki maupun
perempuan, baik kebolehan itu dinyatakan secara tegas, seperti
ungkapan: “diperbolehkan terjadinya perkawinan antara laki-laki dan
perempuan yang masih kecil” atau “boleh menikahkan lelaki yang masih
kecil dengan perempuan yang masih kecil”,** maupun disebutkan secara
langsung dimana setiap kitab figih menyebutkan kewenangan wali
mujbir untuk mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.

Dalam literatur figih bahkan ditemukan ungkapan: “bila seorang
laki-laki mengawini seorang perempuan yang masih kecil, kemudian si
istri disusi oleh ibu si suami, maka istrinya itu menjadi haram baginya”.33
Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa si istri berumur 2 tahun ke

bawah, karena penyusuan yang menyebabkan hubungan mahramiyah

(haram dikawin) itu ialah bila yang menyusu masih berumur 2 tahun atau

31 yusuf Hanafi, Kontroversi Pernikahan, 55.

%2 |bn Humam, Syarh Fath al-Qadir, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1970), 274.

%% <Abd al-Rahman al-Jaziri, Figih ‘ala al-Madhahib al-4rba’ah, (Mesir: Mathba’ah al-Tijariyah
al-Kubra, 1990), 94.
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kurang. Hal ini sekaligus menunjukkan kebolehan melangsungkan
perkawinan meskipun pengantian perempuan masih bayi.**

Keterangan diatas hadir, selain karena tidak adanya ayat al-Quran
yang secara jelas menyebutkan batas usia perkawinan bagi laki-laki
maupun perempuan dan tidak pula ada hadits Nabi SAW yang secara
jelas tegas menyatakannya, juga didasarkan pada fakta perkawinan Nabi
SAW dengan ‘Aisyah RA yang kala itu masih kanak-kanak (berusia 6
tahun). Berikut, kutipan pernyataan dari para fugaha’ terkait persoalan
ini. Al-Sarkhasi (w. 490 H), salah seorang ulama terkemuka dalam
mazhab Hanafi, menulis dalam bukunya, al-Mabsuth;

“Kita mendengar bahwa Nabi SAW menikahi ‘Aisyah sewaktu masih
kanak-kanak berusia 6 tahun. Beliau baru hidup serumah dengannya
saat ‘Aisyah telah berusia 9 tahun. Kehidupan rumah tangga di
antara keduanya hanya berlangsung selama 9 tahun ketika Nabi SAW
berpulang ke hadirat Ilahi pada tahun 11 H. Hadis tentang usia
‘Aisyah saat dinikahi oleh Nabi SAW tersebut merupakan bukti
perihal legalitas (dibolehkan) perkawinan anak-anak (di bawah

umur) 1,35

Dari kalangan wulama mazhab Maliki, Ibn ‘Abd al-Barr
mengemukakan:

“Abu Bakr al-Shiddig menikahkan putrinya, ‘Aisyah yang masih
berstatus gadis belia di usia 6 atau 7 tahun. Oleh karena itu, seorang
ayah boleh mengawinkan putrinya yang masih kanak-kanak, baik
perawan maupun janda, meski belum mencapai usia menstruasi,

s 36
tanpa seizinnya’”

3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 66.
% Shams al-Din Al-Sarkhasyi, al-Mabsuth, (Dar al-Ma’rifah, 1406 H), 212.
% Ibn ‘Abd al-Barr, Al-Kafi, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1407 H), 231.
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Selanjutnya, selain di perbolehkannya pernikahan perempuan yang
masih berstatus belia, para ulama juga sepakat bahwa ayah berhak
menikahkan anak gadisnya yang masih kanak-kanak tanpa meminta
persetujuannya, dengan dasar perkawinan Nabi SAW dengan ‘Aisyah
yang kala itu masih berusia 6 tahun. Al-Syafi’i dalam pembahasan
tentang “meminta izin gadis kecil untuk dinikahkan”, menyatakan:

“"Aisyah dinikahkan oleh ayahnya, Abu Bakr dengan Nabi SAW. Hal
itu menunjukan bahwa Abu Bakr (sebagai orang tua) lebih berhak
daripada ‘Aisyah (sebagai anak) dalam persoalan perkawinannya.
Sebab, bocah berusia 7 dan 9 tahun tentu belum memiliki kedewasaan
vang memadai (untuk mengambil keputusan)”

Sedangkan dari Mazhab Hambali, Ibn Qudamah menandaskan
dalam bukunya, al-kafi fi figh al-Imam Ahmad bin Hanbal;

“Adapun gais merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan
putrinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para
ulama). Dasarnya, Abu Bakr al-Shiddig mengawinkan putrinya
‘Aisyah dengan Nabi SAW ketika masih berumur 6 tahun 37

Adapun ayat al-Qur’an yang isyarakan kebolehan menikahkan

gadis kecil (al-saghirah) ialah sebagaimana berikut ini:
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“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) di antara

perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa
iddahnya), maka iddah mereka adalah 3 bulan; dan begitu pula
perempuan-perempuan yang tidak haid” (Q.S. ath-Thalaq: 4)

3" yusuf Hanafi, Kontroversi Pernikahan, 60-61.
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Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang belum haid
dalam ayat di atas itu adalah al-saghirah (gadis-gadis kecil yang masih di
bawah umur). Ayat tersebut sekaligus menegaskan kebolehan al-
saghirah yang belum mencapai usia haid untuk dinikahkan. Artinya tolak
ukur kebolehan mengawinkan saghirah itu bukan “usia” dan bukan pula
datangnya “haid”. Akan tetapi tolak ukur para fugaha Kklasik
membolehkan perkawinan anak ialah kesiapan si gadis untuk melakukan
“aktivitas seksual” berikut segala konsekuensinya, seperti mengandung
(hamil), melahirkan, dan menyusui. Atau dalam ungkapan yang lebih
santun meminjam istilah al-Qarari;

somiall cddl ¢sh b aldl sagd Aatal) catash Ul
Eoanad) Q)

“Sampai si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan
.15» 38
fisik ™.

Berdasarkan redaksi-redaksi diatas yang merupakan dalil yang
paling fasih atas kebolehan menikahakan gadis kecil (al-saghirah) dan
memberikan keterangan bahwa pada prinsipnya dalam figih Islam dan
sistem perundang-undangan dalam Islam (figih siyasah dusturiyah) tidak
menetapkan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk

melangsungkan pernikahan menurut ulama tradisional.

3 vusuf Hanafi, Kontroversi Pernikahan, 61-62.
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d. Pandangan Kritis dari Ulama Kontemporer tentang Batas Usia
Perkawinan

Berbeda dengan pandangan ahli-ahli figih tradisional, pakar hukum
Islam kontemporer memandang perlu adanya terobosan hukum
(exepressip verbis) sehubungan dengan legalitas batas usia perkawinan
atau perkawinan anak di bawah umur. Pakar hukum kontemporer
berpendapat bahwa kelompok tradisional terlalu kaku dalam menafsirkan
ayat-ayat al-Qur’an dan juga praktek Nabi SAW yang menikahi ‘Aisyah
yang masih berumur 6 tahun. Akhirnya, ulama tradisional membolehkan
perkawinan anak di bawah umur dengan dasar pemahaman yang literal
dan rigid. Sebaliknya, kaum kontemporer berupaya untuk menggagas
pemahaman yang lebih flesibel terhadap ayat dan hadits, serta mencari
kepantasan batas minimal usia perkawinan.

Menurut pakar hukum atau ulama kontemporer melihat bahwa
agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah
umur dan tidak memberikan batas minimal usia dalam perkawinan,
namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan
tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik mental, dan hak-hak anak.
Adapun perkawinan historis Nabi SAW dengan ‘Aisyah RA tersebut
diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengecualian) dan previlige
(kekhususan) yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama.

Terlebih pernikahan tersebut kental dengan nilai-nilai budaya arab saat



58

itu yang lazimnya melangsungkan pernikahan dibawah umur pada saat
awal-awal Islam datang.*

Selanjutnya pakar hukum kontemporer pun mengkritik kelompok
pakar tradisional terkait pandangan perkawinan anak di bawah umur itu
cacat dari sisi ketiadaan persetujuan cari calon mempelai perempuan
untuk dinikahkan karena kental dengan aroma “kawin paksa”. Hal
tersebut menurut pakar hukum kontemporer telah merenggut hak asasi si
anak dan tidak dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun
intelektual.

Gagasan kaum kontemporer tentang batas usia perkawinan telah
mempengaruhi pandangan-pandangan hukum Islam di Indonesia, antara
lain: Amir Syarifuddin, Ahmad Rafiq, dan Quraish Shihab. Menurut
Ahmad Rafig meskipun secara eksplisit tidak ada dalam petunjuk al-
Qur’an dan hadits tentang batas usia perkawinan dan penentuan batas
usia perkawinan bersifat ijtihadiyah, namun Q.S an-Nisa’: 9 telah

mengisyaratkannya:
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“...Hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir kesejahteraan mereka”.

Ayat tersebut dapat dipahami sebagai bentuk amanat untuk tidak

meninggalkan generasi masa depan dalam keadaan lemah dan

% yusuf Hanafi, Kontroversi Pernikahan, 65-67.
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mengkhawatirkan, salah satunya dengan tidak menikahkan mereka ketika
belum siap, baik secara fisik maupun mental.** ‘Abdullah bin Mas’ud

meriwayatkan hadits sebagaimana berikut ini:
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“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai
kemampuan dan persiapan untuk kawin, maka menikahlah” (HR.al-

Bukhari)

Menurut Syarifuddin, Berdasarkan hadits tersebut dapat diambil
pengertian bahwa terdapat semacam persyaratan tertentu sebelum
memutuskan untuk menikah, yaitu kemampuan dan persiapan untuk
kawin. Dan keduanya tentunya hanya dapat dipenuhi oleh orang-orang
yang sudah dewasa atau sudah cukup umur. Terlebih dengan perkawinan
akan muncul hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.
Adanya hak dan kewajiban atas suami dan istri tersebut mengandung
pengertian bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu
sudah dewasa atau sudah cukup umur. Demikian pula dengan persetujuan
calon mempelai, hal itu tidak akan dapat diperoleh dari sang anak yang
masih di bawah umur. Hal ini pula mengandung arti bahwa pasangan
yang dimintai persetujuan itu haruslah sudah dewasa (cukup umur).**

Sementara Prof. Qurasish Shihab mendukung perlunya melakukan
peninjauan kembali atas penetapan hukum menyangkut batas usia

perkawinan (16 tahun untuk perempuan) di Indonesia serta menetapkan

0 Ahmad Rafig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1995), 78.
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, 67.
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syarat-syarat yang diperlukan guna terhindarnya para istri dari mudarat
dan perkawinan dari kegagalan. Menurutnya pernikahan bukan saja
terkait fungsi reproduksi atau ekonomi, akan tetapi lebih dari pada itu
antara lain fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi tersebut tidak akan
mungkin dapat dilaksanakan dengan baik oleh anak berumur 16 tahun,
yang belum tamat pendidikan Sekolah Menengah Atas dan belum siap

secara fisik, mental, dan spiritual.*?

e. Faktor dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Praktek perkawinan di bawah umur sering terjadi karena akibat
seorang anak tidak menuntaskan pendidikannya, akhirnya berpotensi
terjadi perkawinan di bawah umur. Kadangkalanya pula pernikahan di
bawah umur karena merupakan kebiasaan adat istiadat masyarakat
setempat. Selain itu perasaan takut dan khawatir yang dialami pada diri
orang tua akan pergaulan bebas yang dapat menghantarkan terjerumus ke
jurang maksiat atau berbuat sesuatu yang melanggar adat masyarakat.

Perkawinana di bawah umur seringkali dilakukan dikarenakan
salah satu ataupun kedua mempelai belum cukup umur (usia minimal
yang di syarakan dalam UU No. 1 Tahun 1974), yakni calon mempelai
pria belum berumur 19 tahun dan calon wanita belum berumur 16 tahun.
Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur

ialah diantaranya; faktor kemauan anak itu sendiri, faktor kehendak

“2 Quraish Shihab, Perkawinan Muda, http://quraishshihab.com/category/perkawinan/
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orang tua, faktor ekonomi, faktor agama, faktor adat dan budaya, dan
faktor rendahnya pendidikan.*

Selanjutnya karena pernikahan usianya yang masih relatif muda,
maka seringkali berdampak negatif atau terjadi kegoncangan dalam
kehidupan rumah tangganya. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya
kesiapan mental lahir dan batin, serta belum masak jiwa raganya untuk
membina rumah tangga. Akibatnya akan seringkali terjadi pertengkaran,
selisih pendapat atau kesalah pahaman antara keduanya yang berujung
perceraian. Masalah lain yang berpotensi terjadi ialah kecemburuan yang
berlebihan, masalah ekonomi, tidak adanya komunikasi yang baik, dan
juga terkait masalah-masalah kesehatan terutama bagi mempelai

wanita.**

8 Ahmad Ropig, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 78-78.
* Nurhidayat Akbar, Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Liat dari Hukum Islam dan
Hukum Adat, Skripsi llmu Hukum UIN Alauddin Makassar., 41.
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KETENTUAN BATAS USIA PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1)

UUD 1945 PASCA PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017

A. Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi
1. Keberadaan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang baru
dimunculkan pasca terjadi Amandemen atas Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Secara eksplisit, disebutkan Mahkamah
Konstitusi merupakan salah satu Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan
secara jelas disebutkan pada Pasal 24 Ayat (2) serta Pasal 24C ayat (1)
sampai dengan ayat (6) pada Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan MK merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya
keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara. Pembentukan
MK merupakan penegasan terhadap prinsip-prinsip hukum dan perlunya
perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi.
Selain itu, pembentukan MK dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian
problem yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak
ditentukan.

Adapun Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota
Hakim Konstitusi yang di tetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-

masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga Orang oleh Dewan
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Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Dimana ketua dan wakil

ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.*

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan dikonstruksikan
sebagai: Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang bersifat menegakkan
keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, mendorong
dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua
komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga,di tengah
kelemahan sistem konstitusi yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar
spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan
bermasyarakat.

Adapun kedudukan MK dalam kekuasaan kehakiman secara eksplisit
di amanahkan dalam Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi merupakan
suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Ketentuan Pasal 2 ini setidaknya menyangkut tiga hal yang terkait
dengan MK, vyaitu: (1) kedudukan MK, vyaitu bahwa MK berkedudukan
sebagai lembaga negara; (2) MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman

yang merdeka dan bebas dari pengaruh lembaga negara lain; dan (3) MK

! | Gede Yusa, Hukum Tata Negara, (Malang: Setara Pess, 2016), h. 141-142.
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berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan.?

3. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

MK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan
Mahkamah Agung. Hakikatnya fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah
mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten dan menafsirkan
konstitusi atau UUD. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan
Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam
perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, karena segala ketentuan atau
kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal
konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.?

Sebagai suatu lembaga yang telah ditentukan dalam UUD,
kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD.
Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah
Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang Mahkamah Konstitusi
secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 juncto Pasal
10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK

2003) yang menyatakan:

*Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia, (Depok: Prenadamedia Group,
627-629.)
® Titik Triwulan Tutik, Restorasi., 629.



65

1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap
UuD.

2). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan
diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau
wapres oleh DPR kepada MPR apabila presiden dan/wapres terbukti
melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A
UUD 1945.

3). Memutus pembubaran partai politik, dan

4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.*

Adapun fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana berikut ini;

1). MK sebagai penafsir konstitusi. Hakim MK dalam menjalankan
tugasnya harus dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi.
Hakim harus dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat,
menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah
undang-undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.

2). MK sebagai penjaga hak asasi manusia. Konstitusi berisi dokumen
perlindungan hak asasi manusia yang harus dihormati. Konstutis
menjamin hak-hak tertentu yang dimiliki oleh rakyat. Apabila
legislatif dan eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai

konstitusi maka MK harus bertindak untuk menegakkan kebenaran.

* Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
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3). MK sebagai pengawal konstitusi. MK sering dijuluki sebagai the
guardian of constitution. UU No. 24 Tahun 2003 mengatur tentang
penjagaan konstitusi. Dalam hal ini MK harus menjaga konstitusi
dengan kesadaran hebat menggunakan kecerdasan, kreativitas,
wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang
negarawan.

4). MK sebagai penegakan demokrasi. Demokrasi harus ditegakkan
melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. MK
berperan sebagai penegak demokrasi yang bertugas untuk menjga citra
pemilu yang adil dan jujur. Tentunya hal itu bisa terwujud karena MK

memiliki kewenangan untuk memutus sengketa pemilihan umum.”

B. Batas Usia Perempuan dalam Perkawinan Pscaputusan MK No. 22/PUU-
XV/2017 Tentang Pengabulan Gugatan Batas Usia Dalam uu
Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengadili
perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan
dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Berdasarkan hal tersebut pokok kajian Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 22/PUU-XV/2017 berfokus pada duduk/pokok perkara, kedudukan

> Yuswalina, Hukum Tata Negara di Indonesia, (Malang: Setara Press, 2016), 77.



67

hukum pemohon, dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam

memutuskan perkara yang dimohon.

1. Duduk Pokok Perkara

Salah satu tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai
bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial
Review, yakni suatu pranata hukum untuk melakukan peninjuan dan atau
pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan atau eksekutif.
Judicial review dilakukan karena adanya permohonan dari pemohon yang
memiliki legal standing dalam membela kepentingan yang dianggap
dirugikan atau satu undang-undang tidak sesuai atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lain. Artinya meskipun keberadaan
hakim aktif dalam proses judicial review, tetapi hakim tidak boleh
melakukan inisiatif untuk mengadakan pengujian undang-undang atas
kemauan sendiri, akan tetapi menunggu adanya permohonan judicial review
oleh pemohon.®

Pada kasus mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan penguji UU No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945,
yang diajukan oleh;

1. Endang Wasriah, individu warga negara Indonesia (ibu rumah

tangga), selanjutnya disebut Pemohon I;

® Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), 60.
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2. Maryanti, individu warga negara Indonesia (ibu rumah tangga),,
selanjutnya disebut Pemohon 11;

3. Rasminah, individu warga negara Indonesia (ibu rumah tangga),,
selanjutnya disebut Pemohon I11;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 maret 2017
dan 23 maret 2017 memberi kuasa kepada Supriyadi Widodo
Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H.,
Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H.,
Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani,
S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar.,
Wahyu Wagiman, S.H; yaitu Advokat dan Asisten Advokat, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IlI; Selanjutnya disebut sebagai
para Pemohon.’

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon menjelaskan, bahwa
ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji
Undang-Undang adalah:
a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;

b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

" Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017., 1.
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“Mahkamah Konstitusi berwewenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

c. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”;

Menurut para Pemohon Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai
lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Artinya, apabila
terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan
konstitusi (inconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir
dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara
menyeluruh atau pun perpasalnya. Mahkamah Konstitusi juga berwenang
memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-
Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah
Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut
merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang
memiliki ketentuan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang
memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula

dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.?

8 putusan MK No. 22/PUU-XV/2017., 3.
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Para pemohon berpendapat bahwa terdapat permasalahan yang
fundamental dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, karena telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum,
melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multitafsir, serta
mengekang pemenuhan hak-hak konstitusi warga negara, khususnya para
pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para pemohon. Oleh
karenanya pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD 1945.°

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan
permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif,
yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara
hukum. Berdasarkan prinsip tersebut, Undang-Undang yang merupakan
produk politik DPR dan pemerintah dapat dilakukan pengujian
konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and
balances berjalan dengan afektif.'

Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari

“constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah

% para Pemohon tersebut telah mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2017 yang diterima
dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan
Mahkamah) pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomer
38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomer 22/PUU-
XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepanitiaan Mahkamah
pada tanggal 6 Juni 2017.

19 Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017., 4.
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Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi
manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara.
Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan MK menjadi sangat
urgen dan memiliki peran yang strategis dalam perkembangan
ketatanegaraan, karena segala segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat
oleh para penyelenggara negara dapat diukur dalam hak konstitusional atau
tidak oleh MK.**

Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomer 06/pmk/2005 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: untuk
mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan
hukum (legal standing), yakni pemohon adalah pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya'® dirugikan oleh berlakunya
undang-undang. Artinya hanya orang yang memiliki persyaratan tertentu
yang dapat mengajukan permohonan hukum ke MK, yakni pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat
berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia.

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

¢. Badan hukum publik atau privat.

d. Lembaga negara.

1 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia, (Depok: Prenadamedia Grouo,
2017), 629.

12 Berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan, bahwa “Yang dimaksud dengan
hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945
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Selanjutnya adapun yang dimaksud dengan kerugian konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagaimana
berikut:

a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstituitonal Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian.

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang
merupakan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian, dan

e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pemohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi.*®

a. Para Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum (legal standing) untuk
Mengajukan Permohonan
Berdasarkan argumentasi permohonan dalam melakukan uji materiil
kepada Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut pemohon maka;

1). Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap
UUD 1945 yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun)”. Telah memberi

dasar hukum bahwa “anak” yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan

18 putusan MK No. 22/PUU-XV/2017., 5
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(perkawinan anak), dan dalam konteks ini lebih spesifik pada “anak
perempuan” yang berumur 16 tahun.

2). Kehadiran pasal a qua menunjukkan bahwa negara masih
memperbolehkan adanya Perkawinan anak, khususnya pada anak
perempuan, yang mengakibatkan jaminan hak konstitusi berupa batas
usia kawin para Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di
dalam hukum telah terlanggar.

3). Bahwa dampak dari perkawinan anak yang masih diperbolehkan oleh
negara dalam pasal a quo telah menghambat pemenuhan hak-hak
konstitusional para pemohon sebagai anak perempuan seperti halnya
hak atas pendidikan, hak atas kesetaraan, serta hak untuk tumbuh dan
berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh
UUD 1945.

4). Ketentuan pasal a qua telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27
ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya”, hal ini dimaksud bersifat diskriminatif secara hukum,
karena pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang
anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang
sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia

menikah 19 tahun.
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5). Ketentuan tersebut telah melanggar prinsip persamaan di muka
hukum dan larangan diskriminasi yang juga diakui dalam konstitusi
Negara Indonesia. Negara tidak cukup memberikan perlindungan
terhadap para pemohon karena para pemohon adalah anak perempuan
pada saat melakukan pernikahan. Tidak adanya perlindungan tersebut
jelas tergambar dari pasal a qua yang masih mengijinkan adanya
perkawinan anak dan mengakibatkan diskriminasi khususnya pada
anak perempuan dan mengancam hak-hak konstitusional anak
perempuan seperi halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan,
serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin

pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.*

b. Argumen Permohonan Terkait Materi yang Pernah di Uji Mahkamah
Konstitusi
Argumen permohonan dalam melakukan uji materiil kepada
Mahkamah Konstitusi tertuang dalam tabel sebagaimana berikut ini:

e Pokok Perkara

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan Rumusan

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun | (1) Perkawinan hanya diizinkan jika
1974 tentang Perkawinan pihak pria sudah mencapai umur
19 (sembilan belas) tahun dan

pihak wanita sudah mencapai

1% putusan MK No. 22/PUU-XV/2017., 10-12.
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umur 16 (enam belas) tahun.

e Dasar Konstitusional yang Digunakan

Ketentuan UUD 1945

Materi

Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib
menjungjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada

kecualinya.

Menurut pemohon bahwa rumusan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.

1 Tahun 1974 tetang perkawinan tersebut menimbulkan permasalahan

hukum, antara lain.

1). Ketentuan Pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU
Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum”, sehingga bertentangan dengan Pasal

27 ayat (1) UUD 1945.

2). Ketentuan a qua menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan
diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan.

3). Ketentuan a qua menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan
diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan.

4). Ketentuan a qua menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan
diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak.

5). Permohonan a qua dan perbandingan kesetaraan batas usia minimal
kawin pada laki-laki dan perempuan di berbagai negara.

6). Permohonan a qua dan sikap mahkamah konstitusi terkait open legal

policy.”

15 putusan MK No. 22/PUU-XV/2017., 14-29.
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Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka
para pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk dapat memutuskan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-
undang yang diajukan oleh para pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun”,
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

c. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi
1. Pertimbangan Hukum terhadap Kewenangan Mahkamah
Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10
ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang
perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
serta Pasal 29 ayat (1) huru a UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang purtusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Berdasarkan hal tersebut, menimbang karena yang dimohonkan

oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang,

18 putusan MK No. 22/PUU-XV/2017., 35-36.
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in casu pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun
1974 tentang perkawinan terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a qua;*’

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya,
Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh
berlakunya undang-undang yang dimohonkan penguiji, yaitu:

1). Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang
yang mempunyai kepentingan sama).

2). Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

3). Badan hukum publik atau privat.

4). Lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

1). Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK.

2). Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian.

Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan

7 putusan MK No. 22/PUU-XV/2017., 37.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 11/PUU-V/2007, tertanggal 20
September 2007, serta Putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1). Ada hak dan/atau kewenangan konstituitonal Pemohon yang
diberikan olen UUD 1945.

2). Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian.

3). Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang
merupakan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

4). Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian, dan

5). Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pemohonan,
maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*®

Berdasarkan ketentuan tersebut selanjuthya Mahkamah
mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para
Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut;

Pemohon | (Endang Wasrinah) adalah perorangan warga negara
Indonesia, Pemohon 1 dinikahi pada saat berusia 14 tahun dengan
seorang laki-laki duda beranak satu yang berusia 37 tahun, alasan
pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan
tersebut menimbulkan beberapa dampak bagi Pemohon vyaitu;

putusnya sekolah dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP, setelah

18 putusan MK No. 22/PUU-XV/2017., 38-39.
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menikah tetap dalam garis kemiskinan dan akibat dari pendidikan
yang tidak diselesikan maka tidak dapat mencari pekerjaan yang
layak, dan akibat pernikahan yang terjadi pada saat Pemohon |
masih dalam kategori anak menyebabkan Pemohon | menderita
infeksi/iritasi pada organ reproduksi.

Pemohon Il (Maryanti) adalah perorangan warga negara Indonesia,
Pemohon Il dinikahi pada saat berusia 14 tahun dengan seorang
laki-lakai yang berusia 33 tahun dan, alasan pernikahan tersebut
karena keadaan ekonomi keluarga, orang tua Pemohon Il memiliki
hutang kepada calon suaminya tersebut. Akibat dari pernikahan
tersebut, Pemohon tiak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan
mengalami beberapa kali keguguran.

Pemohon 11l (Rasminah) adalah perorangan warga negara Indonesia,
Pemohon Il dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan seorang
laki-laki yang berusia 25 tahun dan, alasan pernikahan tersebut
karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon Il menikah setelah
tamat sekolah dasar, namun Pemohon Il tidak dapat mengambil
ijjazah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Pemohon
melahirkan anak pertamanya di usia 14 tahun. Sepanjang hidupnya
Pemohon |1l telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 di
antaranya dilakukan pada saat Pemohon Il masih dalam usia anak

dan pernikahan ini dilakukan alasan ekonomi.*®

19 putusan MK No. 22/PUU-XV/2017., 39-40.
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Berdasarkan seluruh uruaian para Pemohon dalam menjelaskan
kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam
kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak
konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma
undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud
timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan
pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon
sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak
akan terjai, dengan demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon

mimiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a qua.

3. Pertimbangan Hukum terhadap Pokok Perkara

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Pemohon I,
Pemohon 1, dan Pemohon Il telah memenuhi syarat kerugian
konstitusional sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing),
dengan demikian Mahkamah mempertimbangkan pokok perkara yang
diajukan.

Pokok perkara yang didalilkan oleh para Pemohon ialah karena
merasa hak konstitusional dirugikan atau potensi kerugian akibat
berlakunya Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Berdasarkan pokok permohonan pemohon tersebut pada dasarnya

menurut Mahkamah, bahwa maksud dan tujuan permohon a quo adalah
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memohon pengujian konstitusional Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974
tentang perkawinan terhadap UUD 1945 yaitu:

Pasal 7 ayat (1) i “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
(enam belas) tahun”.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945, yang menyatakan;

Pasal 27 ayat (1) ; “Segala  warga  negara  bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya™

Para Pemohon mendalilkan norma Undang-Undang a quo
bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1). Pembedaan usia anak laki-laki dan perempuan (laki-laki 19 tahun
dan perempuan 16 tahun) dalam perkawinan menurut Pasal 7 ayat

(1) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak

tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi

oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

2). Perbedaan ketentuan usia anak laki-laki dan perempuan dalam
perkawinan menurut Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang
semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah

satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata.
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3). Penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan
dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 semata-
mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan
dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia
16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan Kkhususnya
kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan.

4). Pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat
(1) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan diskriminasi negara dalam
mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki ~mendapatkan
kesempatan dan hak yang lebih besar.

5). Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa
“Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”
sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk
mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya
tanpa tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini mengarah pada
eksploitasi anak terutama ekploitasi seksual anak dan hal ini
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

6). Ketentuan batas usia bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU
No. 1 Tahun 1974 membuka potensi seorang anak perempuan
dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan
dengan laki-laki lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah

tangga.
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7). Beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia
minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan
dan laki-laki sama-sama 18 tahun atau bahkan sama-sama berusia
19 tahun.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa
dengan saksama permohon para Pemohon dan keterangan para Pemohon
dalam persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil
para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1)
UU No. 1 tahun 1974 sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU
Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal
28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal
281 ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.%°

3. Amar Putusan
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, mahkamah berkesimpulan. Pertama. Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo, Kedua. Para Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Ketiga.pokok
permohonan para Pemohon berasalan menurut hukum untuk sebagian.
Oleh sebab itu Mahkamah dalam amar putusannya meyatakan;
1). Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2). Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas)

tahun” UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan

2 pytusan MK No. 22/PUU-XV/2017., 41-43.
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dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

3). Menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan
perubahan dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah
ditentukan dalam putusan ini.

4). Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan
terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnhya
berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

5). Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6). Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan

selebihnya?.

21 pytusan MK No. 22/PUU-XV/2017.,59-60.



BAB IV

KETENTUAN BATAS USIA PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 PERSPEKTIF FIQIH

SIYASAH DUSTURIYAH

A. Analisa Ketentuan Batas Usia Perempuan dalam Perkawinan Pasca
Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017
Dasar hukum perkawinan di Indonesia telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara
Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-
undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksananya dalam
bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum
materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam
UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan
menjadi pedoman bagi hakim di lingkungan lembaga peradilan agama
adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan
disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1974 tentang
Kompilasi Hukum Islam.
Masalah batas usia perkawinan, Kompilasi Hukum Islam sebagai
rujukan para hakim di lingkungan pengadilan agama di Indonesia,
ketentuannya pada pasal 15 ayat (1) dan (2) merujuk pada ketentuan Pasal 7

ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa;
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1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang
ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon
istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus
mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4)
dan (5) UU No. 1 Tahun 1974."

UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, secara tegas
menentukan umur kecakapan seseorang untuk bisa melangsungkan
pernikahan pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk
perempuan. Belakangan ini berbagai macam tanggapan, pendapat dan
usulan baru banyak bermunculan hingga membuat ketentuan batasan usia
nikah menjadi seolah butuh pembaruan atau setidaknya penguatan jika
memang dirasa tidak perlu dilakukan pembaruan. Hingga pada akhirnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan
anak dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

Berkaitan dengan batas usia perempuan dalam perkawinan dan
Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, beberapa pakar memberikan

argumentasinya terkait hal tersebut, sebagaimana berikut ini:

! Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat 1
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a. Pakar lkatan Dokter Indonesia

Dr. Enny Sekar Rengganingati, seorang anggota dari Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) memberikan pendapat tentang judicial review batas usia
perkawinan pasal 7 ayat (1) UU No. 1974. la berpendapat bahwa batas
usia perempuan (16 tahun) dalam perkawinan tidak selaras dengan
program kemajuan negara Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan
dan pendidikan. Perempuan yang masih berusia 16 tahun menurutnya
masih belum mampu secara fisik maupun mental untuk menghadapi
pernikaha, khususnya pada organ reproduksi yang rentan terhadap
berbagai resiko penyakit dan resiko pada saat kehamilan.

Dr. Enny Sekar Rengganingati juga berpendapat bahwa kesehatan
merupakan prioritas yang sangat penting, karena suatu bangsa
kemakmuran dan kesejahteraannya bisa dilihat dari segi kesehatan.
Apabila kesehatan di Negara itu baik maka semua lini akan ikut baik
pula. Oleh karenanya batas usia perkawinan menurutnya harus
direkonstruksi pada usia yang ideal untuk melaksanakan perkawinan,
setidaknya diatas 20 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

b. Pakar Hukum Perdata

Dr. Hj Mufidah Ch, M. Ag, seorang pakar hukum perdata

berpendapat bahwa usia pernikahan hendaknya singkron dengan wajib

belajar 12 tahun, sehingga tidak terjadi pertentangan antara: pertama,

% Lukman Nur Hakim, Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli
dan Putusan Mahkamah Konstitusi, 110.
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antara sebagai orang yang cakap hukum. Kedua, anak pada usia 18 tahun
sudah selesai sekolah dan pada usia tersebut sudah matang psikologisnya.

Menurutnya yang dibutuhkan saat ini adalah adanya terobosan
hukum bagaimana usia 18 tahun dalam pernikahan dapat di canangkan
di Indonesia tanpa mengisakan problem sosial maupun ekonomi dengan
cara pemerintah ikut berperan dengan sungguh-sungguh dalam mengawal
terlaksananya batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-
undangan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dr. Hj Mufidah Ch, M. Ag, pula berpendapat bahwa usia yang
ideal bagi perempuan untuk dapat melangsungkan pernikahan ialah pada
usia 18 tahun dan bagi laki-laki 20 tahun dengan beberapa pertimbangan.
Pertama, harus sudah lulus sekolah. Kedua, memiliki bekal untuk
menikah. Ketiga, memiliki skil untuk mencukup kebutuhannya. Karena
ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi kesuksesan dalam keluarganya,
apakah akan menyumbang kemiskinan pada negara atau memberikan
konstribusi pada negara.

Mengenai rekonstruksi batas minimal usia perkawinan, beliau
menjelaskan bahwa usia 16 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi
laki-laki akan tetapi jika dilihat dari perspektif gender, usia yang paling
ideal adalah diatas 21 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Akan

tetapi menurutnya di Indonesia ini belum siap akan hal itu mengingat
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kemajemukan bangsa, sehingga usia 21 tahun tidak bisa diterapkan di
Indonesia dan yang paling tepat adalah 18 tahun dan 21 tahun.®
c. Pakar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Hikmah Bafagih, seorang anggota Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak berpendapat bahwa; usia pernikahan perempuan
dalam 16 tahun dan laki-laki 19 tahun sudah tidak sesuai dengan kondisi
yang saat ini terjadi, karena fakta di lapangan banyak kasus yang
merugikan pihak perempuan dengan pernikahan tersebut, diantaranya
pernikahan dini yang mengakibatkan depresi pada anak, penganiayaan
terhadap perempuan, KDRT, dan masih banyak lainnya.

Menurut lembaga Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Hikmah Bafaqgih), mengenai batas minimal usia pernikahan yang
ideal adalah pada usia 18 tahun bagi perempuan guna memperbaiki
kondisi perempuan yang saat ini rentan terhadap berbagai masalah yang
ditimbulkan dari regulasi mengenai perkawinan yang harus diperbaharui
karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Dengan demikian Hikmah Bafagih selaku anggota Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak berpendapat bahwa usia yang ideal
bagi perempuan untuk menikah ialah pada usia 18 tahun dan bagi laki-
laki yaitu 29 tahun. Karena pada usia tersebut seorang perempuan sudah

mencapai usia yang matang baik dari organ reproduksinya maupun

* Lukman Nur Hakim, Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli
dan Putusan Mahkamah Konstitusi, 130.
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psikologinya, sedangkan untuk laki-laki rasa tanggung jawabnya sudah

tumbuh dan telah memenuhi syarat sebagai usia layak kerja.*

d. Pakar Hukum Tata Negara

Menurut beberapa pakar Hukum Tata Negara seperti Supriyadi
Widodo Eddyono, Dian Kartikasari dan Robert Sidauruk. Ketentuan
batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun
untuk perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 telah
menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang
ambigu, tidak jelas dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak
konstitusional warga negara, khususnya kepada hak-hak konstitusional
perempuan.

Mereka pula berpendapat bahwa ketentuan wanita yang sudah
mencapai 16 tahun boleh menikah sama saja dengan memberikan dasar
hukum bahwa “anak” yang berumur 16 tahun dapat dinikahi. Atau
hukum negara seolah telah membenarkan adanya pernikah dini. Lebih
lanjut terkait UU Perkawinan, ketentuan tersebut nyata-nyata
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan bersifat
diskriminatif secara hukum, karena pasa tersebut memberikan peluang
batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah pada usia
16 tahun (usia anak-anak), padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-

laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia nikah 19 tahun.”

* Lukman Nur Hakim, Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli
dan Putusan Mahkamah Konstitusi, 135.

5
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dalam paradigma hukum
mengenai batas minimal usia pernikahan jelas bahwa usia 16 tahun bagi
perempuan bertentangan dengan perundang-undangan lainnya dan
menghilangkan hak-hak anak secara hukum, serta belum cakap hukum dan
bersifat diskriminatif. Ditinjau dari segi kesehatan, perlindungan perempuan
dan anak, perempuan yang masih berusia 16 tahun masih belum mampu
secara fisik maupun mental untuk menghadapi pernikahan, khususnya pada
organ reproduksi yang rentan terhadap berbagai resiko penyakit dan resiko
pada saat kehamilan. Serta dampak negatif lain yang sering terjadi ialah
depresi pada anak, penganiayaan terhadap perempuan, KDRT, dan masih
banyak lainnya.

Ketentuan batas usia perempuan dalam perkawinan pasca putusan MK
No. 22/PUU-XV/2017 menurut hemat peneliti merupakan langkah awal
upaya pemenuhan persamaan kedudukan dan keadilan semua warga negara,
serta perlindungan terhadap hak asasi perempuan. Perbedaan ketentuan
(segregasi) usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam UU No. 1
tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 7 Deklarasi universal
hak asasi manusia (HAM) dan UU No. 12 tahun 2011 Pasal 6 huruf a dan h,
yang mengamanahkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan
pemerintahan. Lebih lanjut perbedaan ketentuan yang semata-mata didasari
alasan jenis kelamin menurut penulis adalah merupakan salah satu bentuk

diskriminasi yang sangat nyata sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 39
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tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) tentang hak asasi manusia (HAM) yang
berbunyi;

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang
langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas
dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat
pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan
atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan

baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,

sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.°

Larangan ketentuan perundang-undangan yang bersifat diskriminasi
secara eksplisit pula ditegaskan dalam Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa;

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu i

Penulis berpendapat dalam konteks warga negara, semua orang sama
di depan hukum yang mempunyai hak-kewajiban yang sama. Membedakan
mereka (segregasi) atas dasar jenis kelamin dan lain sebagainya dalam
hukum atau peraturan perundang-undangan ialah diskriminatif (terhadap
perempuan), merusak prinsip-prinsip demokrasi dan berpotensi melanggar
hak konstitusi anak perempuan dengan terjadinya perkawinan dini.® Karena
sangat tegas telah diamanahkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan 28

D ayat (1) UUD 1945 bahwa semua warga negara memiliki persamaan

® UU No. 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) tentang hak asasi manusia.
" Pasal 28I (2) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.
® Resdinana Lzzaty, dkk, Rekonstruksi Batas., 41
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kedudukan didepan hukum dan pemerintahan tanpa memandang latar
belakangnya.’

Ketentuan diskriminasi dalam UU. No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1)
tentang batas usia perkawinan (19 tahun pria dan 16 tahun wanita) pula
merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM)
perempuan. Karena dalam konstitusi Indonesia telah diatur tentang
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagai
bentuk pengarusutamaan perempuan menuju kesetaraan gender. Ketentuan
tersebut terdapat dalam UU No. 7 tahun 1984 dan kemudian dipertegas
kembali melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2000.*°
Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan
ketidakadilan dalam berbagai bentuk, seperti subordinasi, dominasi,
diskriminasi, marginalisasi, stereotype.™

Perempuan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 yang diberikan
ketentuan usia minimal perkawinan 16 tahun, sementara laki-laki 19 tahun.
Hal ini jelas merugikan perempuan, karena perempuan tidak memiliki
kesempatan yang sama dengan laki-laki (laki-laki yang lebih diperhatikan).
Seperti semakin kecil kesempatan perempuan untuk mendapatkan hak
pendidikan yang lebih panjang seiring diterbitkannya Permen Dikbud No.
19 tahun 2016 Pasal 2 huruf a yang mengamahkan usia wajib belajar usia 6

tahun sampai dengan 21 tahun atau tamat satuan pendidikan menengah

° Pimpinan MPR & Badan Sosialisasi MPR RPI, Materi Sosialisasi, 55-57.

19 Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusatamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional.

1 Defi Uswatin Nasah, Kekerasan dan Diskriminasi Perempuan dalam Pandangan Hukum,
Harkat, 12, 02, 2016. 112-116.
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sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun. perempuan akan lebih menanggung
resiko kesehatan dibandingkan batas usia laki-laki yang diberi batas usia 19
tahun.*?

Ketentuan tersebut kemudian diperparah kembali dengan yang ayat 2
yang memberi dispensasi,® sehingga perempuan dapat dinikahi pada usia
lebih belia/anak-anak. Hal ini seolah-olah telah dibenarkan dalam oleh
konstitusi tentang adanya pernikahan dini bagi perempuan. Padahal
konstitusi Indonesia melalui UU No. 39 tahun 1999 dan UU No. 23 tahun
2002 sudah jelas memberikan perlindungan terhadap anak (perempuan).
Anak menurut undang-undang tersebut ialah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.**

Penyelesaian terhadap ketidak sesuaian UUD 1945 (Pasal 27 ayat 1
dan Pasal 28D ayat (1) dan UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan ialah diberlakukannya asas hierarki lex superior derogat legi
inferior, yakni suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,
sehingga apabila hal tersebut terjadi maka harus diuji materiil, direview dan
hasilnya ialah hukum yang lebih tinggilah yang harus dijadikan hukum yang

sah.

12 permendikbud RI No. 19 tahun 2016 Pasal (2) huru a tentang Program Indonesia Pintar (PIP)

B3 UU No. 1Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 menyatakan; “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1)
pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua
orang tua pihak pria atau pihak wanita”

¥ UU No. 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia
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B. Analisis Figih Siyasah Dusturiyah terhadap Ketentuan Batas Usia
Perempuan dalam Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017

Rasululullah sebagai teladan sempurna bagi umat manusia menganjurkan
umatnya untuk menikah sebagai jalan untuk melaksanakan sunnah nya, namun
hal tersebut bukan berarti tidak menikah akan mendapat dosa besar, akan tetapi
menikah jauh lebih banyak manfaatnya. Diantaranya menikah akan menjadikan
seseorang memiliki pandamping di sisa hidupnya. Selama sisa hidupnya
tersebut dapat menjadi hari-hari yang penuh pahala dibandingkan dengan orang
yang tidak menikah. Sebab ada kewajiban suami terhadap istri dalam islam dan
sebaliknya yang akan memberikan rasa bahagia satu sama lain. Menikah juga
akan menghindarkan seseorang dari kesepian dan nafsu yang dapat menjurus
kepada maksiat dan zina.

Tetapi ada kalanya seseorang belum menginginkan atau belum
mendapatkan kesempatan untuk menikah padahal berada di umur atau tingkat
kematangan yang sudah waktunya untuk menikah. Ada pula yang merasa lebih
nyaman dengan kesendirian, berkarir dan alasan lainnya memutuskan untuk
tidak menikah. Islam pada dasarnya tidak melarang seseorang tidak menikah
dengan alasan-alasan tertentu seperti ia memeliki penyakit yang dapat menular
apabila ia menikah atau belum menemukan jodoh yang terbaik untuknya.
Namun jika di khawatirkan akan menjadi hal yang maksiat/zina, maka hukum
tidak menikah ialah dilarang.

Seseorang tidak menikah tersebut berdasarkan peraturan undang-

undangan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar undang-
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undang dan tidak dapat dikenakan sanksi heteronom yang dijatuhkan oleh
negara. Akan tetapi bisa saja seorang yang tidak menikah mendapatkan sanksi
otonom yang datang dari hati seperti menyesal, malu, rasa dosa dan lain
sebagainya.

Masalah lain yang masih menjadi perdebatan ialah terkait batas usia
minimal perkawinan dalam ketetanegaraan Indonesia perspektif hukum Islam.
Karena pada dasarnya ketentuan tentang batas usia minimal perkawinan tidak
ditentukan secara tegas dalam literatur Islam. Seperti dalam kitab-kitab figih
klasik tidak memberikan batasan umur secara pasti dan konkrit yang
menyatakan dengan bilangan angka, namun hanya berupa pernyataan istilah
balig sebagai batas minimalnya, dan bahkan sebagian ulama membenarkan
pernikahan seorang yang masih kanak-kakak (bayi). Artinya bahwa dalam
Islam tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga
tidak pernah menganjurkannya. Karena tidak terdapat secara eksplisit dalam
Al-Qur’an atau hadits yang menjelaskan batasan usia dalam perkawinan baik
untuk laki-laki maupun perempuan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebagai
Rasul dan juga seorang khalifah (pemimpin negara) dan beberapa sahabat
sendiri mempraktekan pernikahan di bawah umur.*

Berkaca kepada politik, ketatanegaraan dan sistem perundang-undangan
negara Islam (figih siyasah dusturiyah) masa pemerintahan Rasulullah, sahabat
dan pasca sahabat (dinasti-dinasti), ternyata tidak pula ditemukan ketentuan

atau aturan berkenaan batas minimal usia perkawinan. Hanya saja diperoleh

> Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam dalam Dunia Islam, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2005),49.
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keterangan ulama tradisional dari empat mazhab figih ketika itu membenarkan
semua tingkatan umur dapat melangsungkan pernikahan, termasuk kebolehan
melangsungkan perkawinan meski pengantin perempuan masih bayi. Meskipun
seiring berjalannya waktu pendapat tersebut diperbaharui oleh pakar hukum
Islam kontemporer yang lebih fleksibel dalam memahami ayat dan hadits.*®

Salah satu dasar hukum yang menjadi hujjah kebolehan menikahi gadis
di bawah umur dan mengisyaratkan tidak adanya aturan baku tentang batas
minimal usia perkawian menurut ulama klasik ialah sebagaimana berikut ini;
Al-Sarkhasi (w. 490 H), salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi,
menulis dalam bukunya, al-Mabsuth;

“Kita mendengar bahwa Nabi SAW menikahi ‘Aisyah sewaktu masih
kanak-kanak berusia 6 tahun. Beliau baru hidup serumah dengannya
saat ‘Aisyah telah berusia 9 tahun. Kehidupan rumah tangga di
antara keduanya hanya berlangsung selama 9 tahun ketika Nabi SAW
berpulang ke hadirat Ilahi pada tahun 11 H. Hadis tentang usia
‘Aisyah saat dinikahi oleh Nabi SAW tersebut merupakan bukti
perihal legalitas (dibolehkan) perkawinan anak-anak (di bawah

umitlt

Selanjutnya ayat Al-Qur’an yang mengisyarakan kebolehan menikahkan
gadis kecil (al-saghirah) dan tidak adanya ketentuan baku batas minimal usia

perempuan dalam perkawinan ialah sebagaimana berikut ini:

85 o) Kl (e painall e Gl S
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18 yusuf Hanafi, Kontroversi Pernikahan, 58.
'7 Shams al-Din Al-Sarkhasyi, al-Mabsuth, (Dar al-Ma’rifah, 1406 H), 212.
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“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) di antara

perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa
iddahnya), maka iddah mereka adalah 3 bulan; dan begitu pula
perempuan-perempuan yang tidak haid” (Q.S. ath-Thalaqg: 4)

Maksud perempuan-perempuan yang belum haid dalam ayat di atas itu
adalah al-saghirah (gadis-gadis kecil yang masih di bawah umur). Ayat
tersebut sekaligus menegaskan kebolehan al-saghirah yang belum mencapai
usia haid untuk dinikahkan. Artinya tolak ukur kebolehan mengawinkan
saghirah itu bukan “usia” dan bukan pula datangnya “haid”. Akan tetapi tolak
ukur para fugaha klasik membolehkan perkawinan anak ialah kesiapan si gadis
untuk melakukan “aktivitas seksual” berikut segala konsekuensinya, seperti
mengandung (hamil), melahirkan, dan menyusui. *®

Al-Qur’an surah al-Nisa ayat 6 pula menjadi landasan sampainya waktu
seseorang untuk menikah (bulug al-nikah), menurut ulama klasik dengan kata
“rusyd”.

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
Kemudian jika menurut pandapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-iartanya....,”

Ulama klasik memahami hadits Nabi menikahi Aisyah dalam usia enam
tahun cenderung secara tektual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak usia
6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut
sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru akad saja dan anak
perempuan itu belum digauli (berkumpul). Pemahaman istilah balig relatif

berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa

18 yusuf Hanafi, Kontroversi Pernikahan, 61-62.
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memasuki usia perkawinan oleh ulama mazhab (klasik) itu terakumulasi dalam
empat pendapat, baik ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda,
yakni sebagaimana berikut ini:

1. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu
mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan
dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak
laki-laki.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur
19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

3. Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik laki-laki
maupun perempuan.

4. Mazhab Ja’far berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan
dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-
laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja’far juga memandang bahwa
seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih di bawah umur.*

5. lbnu Katsir berpendapat bahwa sampainya waktu nikah adalah cukup
umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baliq adalah dengan
adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar
air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak. Menurutnya batasan
pernikahan tidak berpatokkan pada balig saja, tetapi pada umur atau

kecerdasan (rusyd).

' Nur Fadhilah & Khairiyati Rahmah, Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum
Nasional Indonesia, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 4 No. 1, Juli 2012,51-52.
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Berdasarkan pendapat ulama tentang batasan usia perkawinan tersebut,
hal ini tampak bahwa masalah perkawinan di samping termasuk dalam wilayah
ibadah (ubudiyah), juga merupakan urusan hubungan antara manusia
(mu’amalah) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip
umum (universal). Oleh karena itu, kedewasaan untuk menikah sebaiknya
dipahami sebagai masalah ijtihadiyah, sehingga perlu melakukan interpretasi
lebih lanjut terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan batas minimal
usia perkawinan, sesuai kondisi dimana dan kapan aturan tersebut diterapkan.?

Pakar hukum kontemporer atau terkhusus ulama Indonesia
memperbaharui atas ketentuan ayat atau hadits yang mengisyaratkan tentang
batasan usia perkawinan dan disesuaikan dengan tuntutan kehidupan sekarang
tanpa mengurangi prinsip-prinisp perkawinan dan tujuan syari’nya. Sehingga
ketentuan tersebut dapat berlaku secara nasional dan sesuai dengan semangat
figih siyasah dusturiyah (politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam
Islam).?*

Hadits perkawinan historis Nabi SAW dengan ‘Aisyah RA yang ketika
itu masih berusia 6 tahun menurut ulama kontemporer diposisikan sebagai
suatu eksepsi (pengecualian) dan previlige (kekhususan) yang mengusung
tujuan dan hikmah tertentu dalam agama. Terlebih pernikahan tersebut kental
dengan nilai-nilai budaya arab saat itu yang lazimnya melangsungkan

pernikahan dibawah umur pada saat sebelum dan awal-awal Islam datang.?

%% Nur Fadhilah & Khairiyati Rahmah, Rekonstruksi., 53.

2l Ahmad Rofig, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media Offset,
2011), 110.

22 yusuf Hanafi, Kontroversi Pernikahan, 65-67.
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Terbukti beberapa sahabat pula menikahi gadis yang belum cukup umur (kecil)
dan bukan pula sebuah aib masyarakat®

Gagasan pembaharuan ketentuan batas usia perkawinan yang dipelopori
pakar hukum Islam kontemporer selanjutnya didasarkan pada Q.S an-Nisa’: 9

sebagaimana berikut ini;

sele | alA llas

z
-

‘;sf,@ss;w\jsfjxwﬂ\ il s
o ¥ 38 of 55l 2 Usels

“...Hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir kesejahteraan mereka”.

Avyat tersebut dapat dipahami oleh ulama kontemporer sebagai bentuk
amanat untuk tidak meninggalkan generasi masa depan dalam keadaan lemah
dan mengkhawatirkan, salah satunya dengan tidak menikahkan mereka ketika
belum siap, baik secara fisik maupun mental atau belum cukup secara umur.?*

‘Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan hadits sebagaimana berikut ini:
é}‘ﬂ;< Ld\ ;S.mtl.l:u\ uAa_ah.uA\ axa G

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai
kemampuan dan persiapan untuk kawin, maka menikahlaz” (HR.al-
Bukhari)

% Di era awal Islam, sejarah mencatat kasus perkawinan sejumlah sahabat dengan gadis di bawah
umur, seperti yang dilakukan oleh Umar bin al-Khatthab ketika menikahi Umm Kultsum (putri
‘Ali ibn Abi Thalib), dan Qudamah ibn Math’un yang menikahi putri Zubair ibn ‘Awwam.
‘Aisyah RA sendiri telah bertunangan dengan Jubair ibn Muth’m sebelum sang ayat
membatalkannya ketika menerima pinangan dari Nabi Muhammad SAW. Hisyam bin ‘Urwah
(perawi utama dari hadis-hadis perkawinan ‘Aisyah) menikahi Fatimah bint al-Mundzir yang saat
itu masih berusia 9 tahun. Dan Hamdan ibn Abi Tughub pada bulan Safar 360 H menikahi putri
‘Izz al-Dawlah Bakhtyar yang kala itu masih berusia 3 tahun dengan mahar sebesar 100.000 dinar.
2 Ahmad Rafig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1995), 78.
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Menurut Syarifuddin, Berdasarkan hadits tersebut dapat diambil
pengertian bahwa terdapat semacam persyaratan tertentu sebelum memutuskan
untuk menikah, yaitu kemampuan dan persiapan untuk kawin. Dan keduanya
tentunya hanya dapat dipenuhi oleh orang-orang yang sudah dewasa atau sudah
cukup umur. Terlebih dengan perkawinan akan muncul hak dan kewajiban
timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami dan
istri tersebut mengandung pengertian bahwa pemegang tanggung jawab dan
hak kewajiban itu sudah dewasa atau sudah cukup umur. %

Menurut Rashid Ridha, bulugh al-nikah berarti sampainya seseorang
pada umur untuk menikah, yaitu sampai bermimpi basah. Pada usia ini
seorang sudah dapat melahirkan atau menurunkan keturunan, sehingga dalam
hatinya tergerak untuk melangsungkan pernikahan dan telah siap untuk
menerima beban hukum-hukum agama baik ibadah serta hudud dalam usia
tersebut. Oleh karena itu makna rusyd ialah kepantasan seseorang untuk
melakukan tasarruf yang mendatangkan kebaikan dan manjauhkan kejahatan.
Hal terebut merupakan bukti kesempurnaan akalnya.

Sedangkan Buya Hamka berpendapat bulugh al-nikah diartikan dengan
dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, akan tetapi
bergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karenanya ada juga
anak yang usianya belum dewasa namun ia telah cerdik dan adapula yang
usianya telah dewasa, akan tetapi pemikirannya belum matang®®. Quraish

Shihab berpendapat hendaknya pernikahan dilakuan ketika seseorang telah

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, 67.
% Moh. Hatta, Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Al-
Qanun, Vol. 19, No. 1, Juli 2016. 74-75
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mencapai usia dewasa, karena pada hakikatnya perkawinan atau fungsi
keluarga itu bukan hanya persoalan reproduksi atau ekonomi, tetapi lebih jauh
dari itu, antara lain fungsi sosialisasi dan pendidikan. Sehingga bagaimana
mungkin seorang anak berusia 16 tahun dapat mewujudkan fungsi dan tujuan
perkawinan tersebut kalau istri belum mencapai tingkat mental, emosional, dan
spiritual yang dapat mendukung tujuan tersebut.”’

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang frasa “16 (enam belas)
perempuan dalam perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7
ayat (1) tentang perkawinan, telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK tersebut memerintahkan
kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3
tahun melakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.
1 tahun 1974, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan
bagi perempuan. Karena ketentuan tersebut bersifat diskriminatif terhadap
perempuan, dan perempuan mengalami kerugian hak konstitusional sebagai
warga negara yang merupakan bagian dari hak asasi perempuan (HAM)
seperti; hak persamaan dalam hukum, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan,
hak atas pengayoman, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah
dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.%

Menurut perspektif figih siyasah dusturiyah (politik pemerintahan dan
ketatanegaraan dalam Islam), hemat penulis bahwa Putusan MK No. 22/PUU-

XV/2017 merupakan wujud penegakan hukum syariah yang bertujuan untuk

%’ Quraish Shihab, Perkawinan Muda, http://quraishshihab.com/category/perkawinan/
%8 putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, 59-60.
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mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam mengaja dan memerlihara
keturunan (an-Nasl) dan bentuk penolakan terhadap tindakan diskriminasi
terhadap hak asasi perempuan khususnya (HAM). Yang artinya
Menghindarkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan (diskriminatif) terhadap

perempuan berarti menolak kerusakan (mazdarat). Sebagaimana kaidah:

Aiaall (s e 2384 anlial) £33

Artinya; “Menolak kerusakan (mazdarat) harus didahulukan dari pada
menerima mashlahat ™

Serta kaidah lainnya ialah;

Artinya; “Sesungguhnya kemazharatan itu harus dihilangkan”

Selanjutnya Hifdz an-Nasl (memelihara keturuan) tersebut bukan hanya
sekedar memperoleh keturuan dari hubungan yang sah, melainkan menjaga
keturuan tersebut menjadi keturunan yang sehat dan berkualitas, mengingat
bahwa perkawinan yang dilakukan diusia muda memiliki banyak permasalahan
khususnya dalam bidang kesehatan. Oleh karenanya melalui Putusan MK No.
22/PUU-XV/2017 tentang peninjauan ulang tentang batas usia dalam
perkawinan, berarti negara sedang berupaya mengatur ketentuan batas usia
perkawinan dalam sistem peraturan perundang-undangan agar terpelihara dan

terjaganya keturunan (Hifdz an-Nasl) sebagaimana prinsip magashid as-

» A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Figih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 150.
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syariah dalam figih siyasah dusturiyah (politik pemerintahan dan

ketatanegaraan dalam Islam). Hal ini sebagaimana kaidah:

Aaladlly dosia e 150 (e pla) i

Artinya; “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya berbangtung

kepada kemaslahatan

1,30

Usia perkawinan (pria 19 tahun dan prempuan 16 tahun) yang telah

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

dipandang tidak ideal lagi dilihat dari berbagai sudut pandang, dan banyak

mengandung mudharat. Karena akan banyak terjadi masalah jika perkawinan

dilakukan terlalu muda (kanak-kanak) seperti masalah kesehatan, psikis,

pendidikan, ekonomi maupun lainnya, terlebih khususnya pihak wanita yang

akan banyak dirugikan dengan pernikahan tersebut.**

Pertanyaan yang muncul

berikutnya ialah berpakah usia mimial

seseorang anak dikatakan telah dewasa atau cukup umur? Berikut ini penulis

paparkan perbandingan batas usia minimal dan maksimal anak di berbagai

negara:
No Negara Usia Min. Anak Usia Max. Anak
01 Amerika Serikat 8 tahun 18 tahun
02 Inggris 12 tahun 16 tahun
03 Australia 8 tahun 16 tahun
04 Belanda 12 tahun 18 tahun
05 Taiwan 14 tahun 18 tahun
06 Iran 6 tahun 18 tahun
07 Korea 14 tahun 20 tahun
08 Philipina 7 tahun 16 tahun
09 Malaysia 7 tahun 18 tahun

%0 A Djazuli, Kaidah-Kaidah Figih; Kaidah-Kaidah Hukum., 147
3! Quraish Shihab, Perkawinan Muda, http://quraishshihab.com/category/perkawinan/
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| 10 | Singapura \ 7 tahun \ 18 tahun

Sumber : Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2001:13

Mengacu kepada usia minimal pernikahan menurut hukum internasional,
Instrumen HAM Internasional memang tidak menyebutkan secara eksplisit
batas usia perkawinan. Namun International Convention on the Rights of the
Child (Konvensi Hak Anak) Tahun 1989, yang telah diratifikasi pemerintah
melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, menyebutkan bahwa yang disebut anak
adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

For teh purposes of the present Convention, a child means every human
being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the
child, majority is attained earlier.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap manusia yang
berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku
bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal) (Pasal 1
bagian 1 International Convention on the Rights of the Child)

Itu artinya, usia kedewasaan (the age of consent-ada pula yang
mengistilahkan the age of sexual consent, the age of protection, the age of
sexual maturity) ditetapkan 18 tahun.*® Dengan kata lain mayoritas negara
telah mendeklarasikan bahwa usia perkawinan minimal yang dilegalkan (the
minimum legal age of marriage) adalah 18 tahun. Kebijakan tersebut
merupakan implementasi dari International Convention of the Rights of the
Child (Konvensi Hak-Hak Anak atau sering disingkat KHA) yang telah

ditetapkan lewat forum Majelis Umum PBB tahun 1989.

32 yusuf Hanafi, Kontroversi Pernikahan, 18-19.
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Sementara itu, fisik Islam tidak menetapkan batas usia minimal bagi laki-
laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan wacana
perkawinan anak-anak justru berkonotasi positif, jika hal itu dilakukan atas
pertimbangan kemaslahatan moral dan agama.

Masalah lain yang akan muncul dari ketentuan batas usia perkawinan
dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ialah terlanggarnya hak asasi
perempuan (HAM) dan kesetaran gender dalam sistem figih siyasah
dusturiyah, karena dalam Islam sejatinya terdapat prinsip persamaan
kedudukan di dalam politik dan hukum sebagaimana di jelaskan oleh Abdul
Manan dalam bukunya “politik hukum ”.** Menurutnya, Islam menegaskan
bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi dalam bidang hukum, setiap orang
sama di mata hukum tanpa dibedakan dari segi status maupun kedudukannya.
Kedudukan manusia laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah sama, yang
membedakannya hanya ketakwaannya.®* Allah Swt, berfirman dalm Al-Qur’an

dalam QS. al-Hujarat ayat 13, yang berbunyi;
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Artinya; “Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang

** Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktek Ketatanegaraan Islam dan
Sistem Hukum Barat, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 201-202.

% Abdul Manan, Poltik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktek Ketatanegaraan Islam dan
Sistem Hukum Barat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 201-202.
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paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal ”.

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tersebut selanjutnya didukung oleh
M. Quraish Shihab tentang perlunya melakukan peninjauan kembali atas
penetapan hukum menyangkut usia perkawinan guna terhindarnya para istri
dari mudarat dan perkawinan dari kegagalan.® Hal serupa pula sampaikan oleh
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang mendukung putusan MK yang
memerintahkan DPR merevisi batas usia pernikahan yang tercantum dalam
Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. la berpendapat
bahwa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 telah memenuhi rasa keadilan di
masyarakat. Karena itu, ia berpendapat tak perlu ada berbedaan usia minimal
perkawinan antara laki-laki maupun perempuan yang berakibat diskriminatif.

Sejumlah ulama yang tergabung dalam halagoh dan bahtsul masail
bertema pernikahan usia anak, yang mengharapkan dilarangnya pernikahan di
usia anak oleh negara. Pertimbangannya adalah mencegah kerugian atau
kerusakan (mafsadat dan madhorot) yang banyak menimpa. Selain itu,
perkawinan wusia dini bisa menimbulkan pelanggaran hak primer atas
perlindungan akal maupun hak perlindungan atas jiwa. Batas minimal usia
perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun

untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dipandang sudah baik, namun perlu

% Quraish Shihab, Perkawinan Muda, http://quraishshihab.com/category/perkawinan/
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dipertimbangkan untuk menaikkan batas usia minimal tersebut atau ditambah
dengan adanya sanksi bagi pelanggarnya.*®

Hemat penulis terhadap ketentuan batas usia perkawinan dan Putusan
MK No. 22/PUU-XV/2017, perlu adanya penyeragaman usia anak dalam
perundang-undangan. Apabila usia anak tetap mengacu pada undang-undang
perlindungan Anak yakni usia 18 tahun, maka batas usia minimal 16 tahun bagi
perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki untuk menikah dalam undang-undang
pernikahan dan KHI dinaikan menjadi 18 tahun bagi perempuan dan laki-laki.
Sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak, dan
undang-undang lainnya, serta dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat,
telebih terhindar dari mudharat.

Penulis juga menilai, pertimbangan maslahah dan mudarat ialah bersifat
relatif. Kondisi negara Republik Indonesia menghendaki adanya peraturan
yang lebih tegas. Meninggalkan kemaslahatan yang lebih besar demi untuk
mengejar kemaslahatan yang lebih kecil dan sengaja menghindari
kemudaratan yang lebih ringan, walaupun terancam oleh kemudaratan yang
justru lebih berat, hendaknya dipertimbangkan dengan matang. Memaralelkan
antara nilai ibadah dan nilai muamalah dalam perkawinan usia anak adalah
tepat dan ideal. Sebagai contoh, pada satu sisi ada anak yang masih
berkeinginan besar untuk melanjutkan pendidikan, tetapi oleh orang tua
dipaksa untuk menikah dengan alasan ekonomi atau alasan lainnya, maka

menikahkan anak itu bisa memberi mudharat atau sebaliknya, menolak

% http://nujateng.com/2016/03/batas-minimal-usia-nikah-perlu-dikaji-ulang/, diakses pada Jumat,
1 Februari 2019 pukul 23.05 WIB
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perkawinan tersebut memberikan maslahah kepada anak. Namun pada sisi lain,

ada anak yang memiliki kecenderungan (libido) seksual yang tinggi dan

pergaulan bebas, maka menikahkan anak tersebut membawa maslahah, dan

apabila anak tersebut tidak segera dinikahkann akan membawa mudharat baik

pada anak maupun keluarga. Berdasarkan kaidah usul (dar al-mafasid awla

min jalb al-masalih) yang artinya menjauhi perbuatan yang tidak baik (dapat

merusak pelakunya) lebih utama dari pada mengikuti aturan.

Taher Mahmood dalam bukunya mencatat perbandingan batasan usia

perkawinan bagi calon mempelai pria dan wanita di beberapa negara muslim di

dunia sebagaimana berikut ini:

USIA LAKI-LAKI USIA WANITA
e i GARA (TAHUN) (TAHUN)
01 Aljazair 21 18
02 Bangladesh 21 18
03 Mesir 18 16
04 Indonesia 19 16
05 Irak 18 18
06 Jordania 16 15
07 Libanon 18 17
08 Libya 18 16
09 Malaysia 18 16
10 Maroko 18 15
11 Yaman Utara 15 15
12 Yaman Selatan 18 16
13 Pakistan 18 16
14 Somalia 18 18
15 Suriah 18 17
16 Tunisia 19 17
17 Turki 17 15

Sumber: Pembatasan usia kawin dan persetujuan calon mempelai dalam
perspektif hukum Islam.*’

% Ramlan Yusuf Rangkuti, Pembatasan usia kawin dan persetujuan calon mempelai dalam
perspektif hukum Islam, dalam Jurnal Asy-Syariah Volume 42, edisi khusus 2009, 195-196.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasar uraian-uraian yang telah dikemukakan di bab-bab sebelumnya
dan mengerucut pada ringkasan inti dari rumusan masalah pada judul
penelitian ini, maka penulis menyimpulkan penelitian ini sebagaimana berikut
ini:

1. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 22/PUU-XV/2017 menyatakan
bahwa pembedaan ketentuan antara pria (19) dan wanita (16) dalam
perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. Tahun 1974 menimbulkan
ketentuan yang bersifat diskriminatif, bertentangan dengan UUD 1945 dan
undang-undang perlindungan anak, serta tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Pembedaan ketentuan tersebut merupakan wujud nyata dan
konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum
sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun UU
Perkawinan itu sendiri. Pasal tersebut bersifat diskriminatif karena
memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat
menikah pada usia 16 tahun, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-
laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun. Akibat
ketentuan tersebut perempuan mengalami kerugian hak konstitusional
sebagai warga negara seperti; hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta
hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan

perlindungannya oleh UUD 1945.
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2. Pada prinsipnya dalam Islam atau sistem perundang-undangan negara Islam
(figih siyasah dusturiyah) tidak mengatur atau tidak melarang secara tegas
perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya.
Karena tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur’an atau hadits yang
menjelaskan batasan usia dalam perkawinan baik untuk laki-laki maupun
perempuan. Bahkan Nabi Muhmmad SAW sebagai kepala negara dan
beberapa sahabat sendiri melakukan pernikahan dengan seorang wanita
yang masih kanak-kanak. Sementara Putusan MK No. MK No. 22/PUU-
XV/2017 tentang pengabulan gugatan uji materi UU Perkawinan merupakan
wujud penegakan hukum syariah yang bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan masyarakat dalam mengaja dan memerlihara keturunan (an-
Nasl) dan bentuk penolakan terhadap tindakan diskriminasi terhadap hak
asasi perempuan (HAM). Menghindarkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan
yang berarti menolak kerusakan (mazdarat). Karena akan banyak terjadi
masalah jika perkawinan dilakukan terlalu muda (kanak-kanak) seperti
masalah kesehatan, psikis, pendidikan, ekonomi maupun lainnya, terlebih
khususnya pihak wanita yang akan banyak dirugikan dengan pernikahan

tersebut.

B. Saran-Saran
1. Kepada pemerintah ataupun lembaga legislator harap cepat tanggap untuk
mengkaji dan memperbaiki ketentuan batas minimal usia perkawinan pada

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dengan mempertimbangkan berbagai
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aspek, seperti aspek kesehatan, pendidikan, HAM, kesetaraan gender dan
hukum. Sehingga perempuan Indonesia memperoleh pengakuan,
perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, serta memberikan
kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun
perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945.

. Agar kesetaraan, persamaan, dan keadilan terwujud atas berlakunya undang-
undang perkawinan, maka ketentuan batas usia perkawinan harus dibentuk
secara tegas dan selaras (sama) antara calon mempelai laki-laki dan calon
mempelai perempuan. Sehingga tidak timbul peraturan yang bersifat
diskriminatif berdasarkan jenis kelamin.

. Hendaknya batas minimal usia perempuan dan laki-laki dalam perkawinan
diselaraskan dengan undang-undang perlindungan anak yakni 18 tahun.
Sehingga antara laki-laki dan perempuan dapat memperoleh kedudukan
hukum yang sama, dan dapat memperoleh hak konstitusionalnya sebagai

bagi warga negara.
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